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MOTTO 

 

۝٦٠ ࣖاِنَّ وَعْدَ الل ّٰهِ حَقٌّ وَّلََ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لََ يُ وْقِنُ وْنَ فَاصْبِرْ   

“Maka Bersabarlah seseungguhnya janji Allah itu benar” 

(Q.S. Ar-Rum:60) 

 

“Setiap pencapaian dimulai dengan keputusan untuk mencoba dan keberanian 

untuk menghadapi ketakutan” 

 

“Jangan menganggap perjalanan itu rumit jika kamu hanya mendengar 

perkataan dari orang lain dan kamu belum mecoba nya “ 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987 

1. Konsonan 

No. Arab Latin No. Arab Latin 

 Ṭ ط Tidak dilambangkan 16 ا 1

 Ẓ ظ B 17 ب 2

 ’ ع T 18 ت 3

 G غ Ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق Ḥ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ‘ ء Sy 28 ش 13

 Y ي Ṣ 29 ص 14

 Ḍ ض 15
   

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

  َ  Fatḥah dan ya Ai ي 

  َ  Fatḥah dan wau Au و 

 

Contoh: 

 kaifa  : كيف

 haul :  هول

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ا/ ي  َ  Fatḥah dan alif atau ya Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla : قَالَ 

 ramā : رَمَى

يْلَ ق    : qīla 
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 yaqūlu : يَ قُوْلُ 

 

 

4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan  

 

Contoh:  

 Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl :  اْلََطْفَالْ  رَوْضَةُ 

 Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul :  الْمُنَ و رةَ الَْمَدِيْ نَةُ 

Munawwarah 

  Talhah :   طلَْحَةْ 

Catatan: 

Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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ABSTRAK  

Nama    : Aina Salsabila 

Nim    : 220603019 

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah 

Judul : “Analisis Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM 

dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh” 

Pembimbing I   : Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT, CATr., CCSM. 

Pembimbing II  : Isnaliana, S.H.I., M.A. 

 

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting 

dalam perekonomian Kota Banda Aceh, khususnya pada sektor makanan dan 

minuman. Namun, jumlah UMKM yang besar belum sepenuhnya diikuti 

kepemilikan sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat literasi 

halal, bentuk partisipasi, kendala, dan upaya sertifikasi halal pada pelaku 

UMKM di Kota Banda Aceh.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, angket, dan dokumentasi. 

Informan terdiri atas sembilan pelaku UMKM sektor makanan dan minuman 

dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh serta dua informan pendukung 

dari LPPOM MPU Aceh dan LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Data dianalisis 

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat literasi memperoleh nilai keseluruhan 3,52 pada 

skala 4. Informan memahami konsep dasar dan sebagian prosedur sertifikasi, 

tetapi masih memerlukan penjelasan serta pendampingan. Nilai tertinggi 

terdapat pada kesadaran mengenai pentingnya produk halal, sedangkan nilai 

terendah berkaitan dengan pemahaman tahapan dan prosedur sertifikasi. 

Partisipasi dilakukan melalui sosialisasi, pencarian informasi digital, konsultasi, 

dan pengajuan sertifikasi. Kendalanya meliputi keterbatasan informasi, 

dokumen, pemahaman prosedur, biaya, dan pendampingan. Oleh karena itu, 

sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan 

partisipasi UMKM. 

 

Kata Kunci: Literasi Halal, Partisipasi UMKM, Sertifikasi Halal, 

Pendampingan 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Provinsi Aceh memiliki komitmen kuat dalam menjamin kehalalan 

produk yang beredar di masyarakat, sebagaimana diperkuat oleh Qanun Aceh 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Fauzan & 

Maulana, 2025). Komitmen ini sejalan dengan kebijakan nasional melalui 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang 

mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, khususnya bagi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memiliki sertifikat halal. 

Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim 

sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di pasar domestik maupun 

global (Ramadhan et al., 2025).  

Dalam konteks ekonomi daerah, UMKM memegang peranan strategis 

dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Aceh. Data menunjukkan bahwa 

jumlah UMKM di Aceh pada tahun 2025 mencapai 624.477 unit, dengan sektor 

kuliner berkontribusi sekitar 35% dari keseluruhan UMKM (BPK, 2025). 

Besarnya jumlah UMKM di sektor pangan ini seharusnya menjadi modal utama 

bagi Aceh untuk mengembangkan ekosistem industri halal. Namun, realitas di 

lapangan menunjukkan bahwa tingginya jumlah UMKM belum diimbangi 

dengan tingkat kepemilikan sertifikat halal yang memadai. 

Permasalahan utama yang muncul adalah masih rendahnya partisipasi 

pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal. Data LPPOM MPU Aceh 

mencatat bahwa selama periode 2019 hingga Mei 2024, baru diterbitkan 962 

sertifikat halal dari total 1.123 permohonan di seluruh Aceh (LPPOM MPU 

Aceh, 2024). Meskipun Kota Banda Aceh mencatat jumlah sertifikasi tertinggi 
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dengan 267 sertifikat, angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan 

dengan jumlah UMKM yang beroperasi di kota ini, yaitu sebanyak 15.230 unit 

pada tahun 2025 (Pemko, 2025b). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa 

sebagian besar pelaku UMKM belum berpartisipasi aktif dalam proses 

sertifikasi halal. 

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi tersebut adalah 

rendahnya literasi halal pelaku UMKM. (Yuwana & Hasanah, 2021). 

mendefinisikan literasi halal sebagai pengetahuan dan pemahaman individu atau 

kelompok dalam membedakan produk halal dan haram berdasarkan ketentuan 

syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, literasi halal tidak hanya mencakup 

kesadaran akan pentingnya kehalalan produk, tetapi juga pemahaman terhadap 

prosedur sertifikasi, persyaratan administratif, mekanisme pengajuan, serta 

manfaat yang diperoleh dari sertifikat halal (Ependi et al., 2023). 

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti terhadap pelaku UMKM di 

Kecamatan Baiturrahman dan Syiah Kuala, ditemukan bahwa sebagian besar 

pelaku usaha telah mengetahui keberadaan sertifikasi halal, namun belum 

memahami secara menyeluruh mengenai prosedur pendaftaran, manfaat, dan 

kewajiban sertifikasi halal. Bahkan, terdapat pelaku usaha yang telah 

didaftarkan oleh petugas halal, tetapi sertifikatnya belum diterbitkan karena 

ketidaklengkapan dokumen dan ketidaktahuan terhadap tahapan verifikasi. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan umum mengenai label halal 

belum berlanjut menjadi literasi teknis yang memadai untuk mengajukan 

sertifikasi (Ningsih et al., 2025).  

Rendahnya literasi halal ini dikarenakan oleh minimnya sosialisasi dan 

pendampingan yang diterima pelaku UMKM. Penelitian terdahulu oleh A’yun, 

(2023) menemukan bahwa keterbatasan pengetahuan, rendahnya sosialisasi, dan 

kurangnya kesadaran menjadi faktor utama yang menghambat pelaku UMKM 



3 
 

dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Syuhara, (2025) juga 

mengungkapkan bahwa meskipun minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi 

halal cukup tinggi, pemahaman mengenai prosedur sertifikasi masih rendah. 

Sementara itu, Muslim, (2024) menambahkan bahwa kurangnya penyampaian 

informasi dari pemerintah menjadi salah satu penyebab rendahnya minat pelaku 

usaha dalam mengajukan sertifikasi halal. 

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan wajib 

halal dengan tingkat literasi pelaku UMKM di lapangan. Pemerintah telah 

menyediakan berbagai kemudahan melalui program Sertifikasi Halal Gratis 

(SEHATI) dengan mekanisme self declare yang lebih sederhana (Abmi et al., 

2024). Namun, program tersebut belum sepenuhnya efektif karena pelaku 

UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, memahami 

persyaratan, dan melengkapi dokumen yang diperlukan (BPJPH, 2026). 

Dengan demikian, permasalahan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh 

tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program sertifikasi, tetapi lebih pada 

rendahnya literasi pelaku UMKM yang menyebabkan mereka tidak mampu 

berpartisipasi secara optimal dalam proses sertifikasi. Penelitian ini penting 

dilakukan untuk menganalisis secara mendalam tingkat literasi halal pelaku 

UMKM, bentuk partisipasi mereka dalam sertifikasi halal, serta berbagai 

kendala yang dihadapi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengangkat judul 

"Analisis Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di 

Kota Banda Aceh." 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tentang “Analisis Literasi dan Partisipasi 

Pelaku UMKM Dalam Sertifikasi Halal Di Kota Banda Aceh”. demi 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait masalah yang akan 
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dibahas dalam penelitian ini, maka beberapa hal berikut akan menjadi fokus 

utama kajian 

1. Bagaimana tingkat literasi halal pelaku UMKM di Kota Banda Aceh? 

2. Bagaimana bentuk partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal? 

3. Kendala atau permasalahan terkait sertifikasi halal di Kota Banda Aceh? 

4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tingkat literasi halal pelaku 

UMKM di kota Banda Aceh.  

2. Untuk menjelaskan bentuk partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi 

halal  

3. Untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan terkait sertifikasi 

halal di Kota Banda Aceh 

4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal di 

Kota Banda Aceh 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam bidang ekonomi 

khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi literasi dan partisipasi dalam 

sertifikasi halal, penelitian berharap memberikan pemahaman bahwa sertifikasi 

halal tidak hanya sebagai kewajiban aturan, tetapi juga dapat menumbuhkaan 

kepercayaan konsumen terhadap produk yang sudah bersertifikat halal, atau juga 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya 

yang membahas hubungan antara sertifikasi halal dan literasi atau partisipasi. 
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1. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pelaku UMKM, penelitian ini dapat membantu UMKM 

memahami pentingnya sertifikasi halal untuk menigkatkan 

kepercayaan konsumen. 

b. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan wawasan praktis yang dapat digunakan dalam dunia 

kerja, terutama bagi yang akan terjun ke sektor bisnis atau industri 

yang memerlukan pemahaman tentang sertifikasi halal. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

penelelitian lain yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi 

literasi dan partisipasi pelaku umkm terhadap sertifikasi halal. 

d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran tentang pentingnya memilih produk yang sudah 

bersertifikasi halal, sehingga masyarakat terdorong untuk lebih bijak 

dan sehat dalam memilih produk yang di konsumsi. 

2. Manfaat Kebijakan  

Sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah, hasil penelitian 

ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyusun 

kebijakan yang mendukung percepatan sertifikasi halal bagi UMKM.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan  

Penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab dan didalam setiap 

bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab, hal ini dibuat agar lebih mudah 

dipahami dan lebih jelas. Secara garis besar pembahasan sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan 

 Membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar pemahaman 

terhadap isu yang diteliti, rumusan masalah yang merumuskan permasalahan 
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penelitian secara sistematis, tujuan penelitian yang mengarahkan pelaksanaan 

penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi hasil penelitian, serta 

sistematika pembahasan yang menguraikan kerangka penulisan skripsi secara 

keseluruhan. 

Bab II Landasan Teori  

Membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab 

ini juga menjelaskan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Selain itu, disajikan kerangka pemikiran yang digunakan 

untuk menunjukkan hubungan antarvariabel dalam penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian  

Menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, apakah kualitatif, 

kuantitatif, atau metode campuran. Selain itu, dibahas pula pendekatan 

penelitian dan teknik pengumpulan data, seperti penelitian lapangan atau 

penelitian kepustakaan, sumber data yang digunakan yaitu data primer atau 

sekunder, serta metode dan teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek dan subjek penelitian serta 

jenis pembahasan yang dilakukan. Selanjutnya, disajikan hasil analisis dan 

pembahasan secara mendalam terhadap temuan penelitian beserta implikasinya. 

Hasil penelitian dipaparkan berdasarkan proses analisis yang telah dijelaskan 

pada Bab III dan disajikan dalam bentuk teks, tabel, gambar, atau grafik. Bab ini 

juga memuat data utama dan data pendukung yang diperlukan, disertai 

penjelasan mengenai makna dari setiap data yang ditampilkan. 

Selanjutnya Bab IV membahas hasil pengolahan data penelitian serta 

alasan atau penjelasan atas hasil yang diperoleh. Pada bagian akhir, disajikan 

implikasi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pihak-pihak yang 

dapat memanfaatkan hasil penelitian. 
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Bab V Penutup  

Bab terakhir berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian 

sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan tersebut disesuaikan 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada Bab I. 

Selain itu, bab ini juga memuat saran berupa rekomendasi bagi peneliti 

selanjutnya yang disusun sesuai dengan hasil dan kesimpulan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Kesadaran Hukum  

Meinurut Kamus Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI), keisadaran hukum 

dideifinisikan seibagai tahap akhir dari proseis peingeitahuan dan peimahaman 

seiseiorang. Keisadaran hukum ini sangat dipeirlukan oleih suatu neigara untuk 

meinjaga keiteinangan dan keiteirtiban di wilayahnya. Di samping itu, hal teirseibut 

juga eiseinsial bagi neigara guna meiwujudkan keiadilan dan keiseijahteiraan. 

Salah satu peingeirtian keisadaran hukum yang dikeimukakan Paul 

Scholtein meirujuk pada usaha indikator dalam meimbangun keisadaran individu 

teirhadap norma hukum di lingkungan sosialnya. Masyarakat dibeikali oleih 

keisadaran hukum untuk meimbeidakan hukum yang baik dari yang buruk. 

Konseip keisadaran hukum ini teirkait eirat deingan peimahaman individu teirhadap 

nilai-nilai hukum yang seiharusnya diteirapkan dalam indikator. Fokus pokok 

keisadaran hukum teirleitak pada cara hukum diimpleimeintasikan dalam keihidupan 

seihari-hari. Deingan deimikian, isu ini meilibatkan keibeirlakuan hukum yang ideial, 

yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut Masyarakat. Keisadaran hukum 

meirupakan konseip abstrak yang meinceirminkan pandangan manusia teintang 

keiseiimbangan antara keiteirtiban dan harmoni yang diharapkan atau layak. 

Meinurut (Soeikanto, 1990) meingideintifikasi eimpat indikator keisadaran hukum, 

yakni:  

a.  Peingeitahuan Hukum  

Peingeitahuan individu meingeinai peirilaku dan sikap hukum yang 

didokumeintasikan seicara teirtulis, teirmasuk peirseipsi teintang tindakan yang 

dianggap meilanggar hukum seirta yang dipeirboleihkan beirdasarkan norma dan 

nilai hukum yang beirlaku.   
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b.  Peimahaman Hukum  

Kumpulan data atau informasi yang dimiliki seiseiorang teirkait substansi 

kajian aturan hukum teirtulis, meincakup isi, tujuan, seirta faeidah dari aturan 

teirseibut.   

c. Sikap Hukum (leigal attitudei)   

Keiceindeirungan individu untuk meineirima atau meinolak norma hukum 

yang meimbeirikan keiuntungan bagi masyarakat seicara keiseiluruhan. 

d. Pola Peirilaku Hukum 

Norma hukum yang diteirapkan dalam struktur sosial, di mana tingkat 

keipatuhan masyarakat teirhadap norma teirseibut meinjadi faktor krusial yang 

peirlu dipeirtimbangkan.  

 

2.2 Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kerangka teoretis yang 

dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai penyempurnaan dari 

Theory of Reasoned Action (TRA) yang sebelumnya telah dirumuskan oleh 

Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980. Dalam TRA, disimpulkan bahwa niat 

(intention) seseorang untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh dua 

faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) dan 

norma subjektif (subjective norm). Namun, Ajzen (1988) kemudian 

mengidentifikasi keterbatasan TRA dalam menjelaskan perilaku yang tidak 

sepenuhnya berada di bawah kendali volisional individu. Oleh karena itu, ia 

menambahkan satu konstruk baru, yakni persepsi kontrol perilaku (perceived 

behavioral control), sehingga TRA berevolusi menjadi Theory of Planned 

Behavior. Perkembangan teori ini terus dilakukan melalui revisi dan perluasan 

konseptual oleh Ajzen dan Fishbein hingga mencapai formulasi yang lebih 

komprehensif (Ajzen, 1991).  
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a. Sikap terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior) 

Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk memberikan 

respons yang bersifat positif (favorably) atau negatif (unfavorably) terhadap 

suatu objek, individu, institusi, maupun peristiwa tertentu (Ajzen, 1991). Dalam 

konteks TPB, sikap terhadap perilaku merujuk pada evaluasi individu apakah 

suatu perilaku tertentu dinilai menguntungkan atau merugikan, menyenangkan 

atau tidak menyenangkan. Dengan kata lain, sikap mencerminkan penilaian 

personal seseorang terhadap konsekuensi dari melakukan atau tidak melakukan 

perilaku tersebut. 

b. Norma Subjektif (Subjective Norm) 

Norma subjektif merupakan tekanan sosial yang dirasakan oleh individu 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Menurut Ajzen 

(2020), norma subjektif mencerminkan sejauh mana seseorang termotivasi untuk 

mematuhi harapan atau pandangan orang-orang yang signifikan baginya 

(normative belief). Faktor ini berkaitan dengan persepsi individu mengenai apa 

yang dianggap penting oleh lingkungan sosialnya, seperti keluarga, teman, atau 

masyarakat, serta keinginan untuk memenuhi ekspektasi tersebut dalam 

pengambilan keputusan perilaku. 

c.  Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control) 

Persepsi kontrol perilaku merupakan konstruk yang ditambahkan Ajzen 

untuk melengkapi Theory of Planned Behavior dalam memprediksi niat 

(intention) dan perilaku aktual individu. Kontrol perilaku mengacu pada 

keyakinan seseorang mengenai mudah atau sulitnya melaksanakan suatu 

perilaku tertentu, yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, peluang, dan 

hambatan yang mungkin dihadapi (Ajzen, 1991). 

Dalam Teiori Peirilaku Teireincana (Theiory of Planneid Beihavior), sikap 

teirhadap peirilaku dianggap seibagai eileimein krusial yang mampu meimpreidiksi 
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tindakan individu. Meiskipun deimikian, sikap individu teirseibut harus dieivaluasi 

dalam keirangka norma subjeiktif seirta peirseipsi kontrol peirilaku yang 

dirasakannya. Niat untuk meilakukan peirilaku akan seimakin kuat apabila sikap 

positif, dukungan dari lingkungan sosial, dan peirseipsi meinguntungkan kareina 

tidak adanya hambatan dalam peilaksanaannya seimuanya hadir seicara beirsamaan 

(Ayu eit al., 2023).  

Meinurut Ajzein, TPB ditandai oleih seijumlah karakteiristik yang 

meimungkinkannya diteirapkan seicara luas seibagai modeil preidiksi teirhadap 

peirilaku yang beirsifat dinamis. Karakteiristik teirseibut meincakup: Peirtama, TPB 

meineikankan faktor-faktor peineintu peirilaku dan dapat diaplikasikan pada 

beirbagai peirilaku yang meinjadi fokus kajian peineiliti. Keidua, TPB diseirtai 

deingan instrumein meitodologis yang teilah teiruji, seihingga peingukuran yang 

reiliabeil dan valid dapat dipeiroleih. Keitiga, TPB meinyajikan modeil struktural 

yang teirstruktur deingan baik, yang meimbeirikan fondasi konseiptual untuk 

meinganalisis faktor-faktor peineintu peirilaku teirkait seirta meimungkinkan 

peingujian eimpiris meilalui reigreisi beirganda dan peimodeilan peirsamaan 

struktural. Keieimpat, dukungan eimpiris yang kuat teilah diteirima TPB dari 

beirbagai studi   

Berdasarkan uraian mengenai TPB tersebut, teori ini dinilai relevan 

untuk digunakan dalam penelitian yang mengkaji niat pelaku usaha dalam 

memutuskan untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada 

produk makanan dan minuman (Khasanah, 2023). 

 

2.3 Literasi  

2.3.1 Pengertian Literasi  

Meinurut Kamus Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI), liteirasi dideifinisikan 

seibagai keimampuan meimbaca dan meinulis yang meimbeintuk fondasi krusial 
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bagi komunikasi seirta peimahaman. Konseip ini juga meincakup peingeitahuan atau 

keiahlian khusus dalam suatu domain, misalnya liteirasi komputeir, yang 

meilibatkan peinguasaan opeirasional peirangkat teiknologi. Keicakapan individu 

dalam meimproseis informasi dan peingeitahuan deimi meindukung keihidupan 

seihari-hari seicara eifeiktif turut teirmasuk dalam ruang lingkup liteirasi. Bagi 

peilaku usaha, liteirasi tidak seikadar meilibatkan peimahaman informasi, 

meilainkan juga keimampuan meingimpleimeintasikannya seicara optimal dalam 

rutinitas bisnis harian. Peingeimbangan kompeiteinsi liteirasi meimungkinkan 

individu untuk beirtindak seicara kritis dan bijak dalam peingeilolaan informasi. 

Liteirasi dianggap seibagai keiahlian yang teirus beirkeimbang, dipeiroleih meilalui 

peindidikan dan peingalaman. Bukanlah bakat bawaan, liteirasi meirupakan hasil 

dari proseis peimbeilajaran yang beirkeilanjutan. Kondisi ini meineikankan urgeinsi 

bagi peilaku usaha untuk seicara kontinu meiningkatkan kapabilitas liteirasi 

meireika agar mampu beiradaptasi deingan peirsyaratan pasar dan dinamika bisnis. 

 Literasi pada masa kini tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan dasar 

membaca dan menulis. Sejalan dengan perkembangan zaman, literasi dipahami 

sebagai kapasitas individu untuk mengenali, memahami, serta 

menginterpretasikan berbagai bentuk kode dan simbol, seperti huruf, angka, 

grafik, representasi visual, hingga praktik budaya yang berkaitan dengan 

beragam persoalan kemanusiaan. Dengan demikian, konsep literasi telah 

berkembang menjadi gagasan yang lebih kompleks dan bersifat 

multidimensional.(Andriani, 2025).  

 

2.3.2 Literasi Halal  

Liteirasi halal dideifinisikan seibagai peingeitahuan dan peimahaman yang 

dimiliki individu atau komunitas teirhadap produk yang akan dikonsumsi. Status 

halal atau haram suatu produk tidak hanya beirgantung pada labeil halal seimata, 
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meilainkan masyarakat diharuskan meimahami dan meingeinali bahan-bahan yang 

teirkandung di dalamnya apakah meimeinuhi kriteiria halal atau tidak. Liteirasi 

halal beirfungsi untuk meindidik dalam meimbeidakan produk barang dan jasa 

yang halal dari yang haram, seihingga meiningkatkan peimahaman yang leibih 

meindalam teintang hukum Islam atau syariah (Yuwana & Hasanah, 2021).  

Liteirasi halal juga dapat dideifinisikan seibagai kapabilitas individu dalam 

meimbeidakan produk dan layanan yang dipeirboleihkan (halal) dari yang dilarang 

(haram), yang didasari oleih peimahaman yang leibih meindalam teirhadap hukum 

syariah Islam. Peirilaku konsumein umat Muslim diatur seicara keitat oleih 

peirintah-peirintah agama. Meiskipun deimikian, tingkat keipatuhan teirhadap 

peirintah teirseibut dapat beirvariasi di antara individu Muslim, dan variasi ini 

dapat dijeilaskan oleih peirbeidaan tingkat liteirasi halal pada seitiap individu. 

Liteirasi halal meimainkan peiran krusial dalam proseis peingambilan keiputusan 

peimbeilian, seibab konsumein akan meinjalani tahapan peingeitahuan, peirsuasi, 

keiputusan, seirta konfirmasi seibeilum meingonsumsi suatu produk. Oleih kareina 

itu, umat Muslim diwajibkan untuk meinjadi konsumein yang bijaksana dalam 

meimbeidakan status halal dan haram dari seibuah produk (Eipeindi eit al., 2023).  

Beirikut meirupakan seijumlah prinsip liteirasi halal yang eiseinsial untuk 

dipahami: 

1) Peimahaman teirhadap Fondasi Hukum Halal dan Haram   

Islam meinyeidiakan beirbagai sumbeir hukum seibagai acuan utama dalam 

meineitapkan status halal dan haram. Sumbeir-sumbeir teirseibut diurutkan seibagai 

beirikut:   

a.  Al-Quran   

Al-Quran, seibagai wahyu utama dari Allah Swt., meingandung ayat-ayat 

eiksplisit yang meineitapkan halal atau haram suatu peirkara. Dalil yang 

meinjeilaskan teintang halal dan haram teirdapat dalam  
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Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168: 

ٰطيَِّباآ  يٰ  ٰحَل لًا ٰالَْْرْضم كُٰلُوْاٰمِمَّاٰفِم ٰالشَّيْط نمٰٰٓ  ايَ ُّهَاٰالنَّاسُ تم ٰٰٓ  امنَّهٰٓ  وَّلَْٰتَ تَّبمعُوْاٰخُطوُ  لَكُمْٰعَدُوٌّ

  ١٦٨مُّبميٌْْٰ

Wahai manusia, makanlah seibagian (makanan) di bumi yang halal lagi 

baik dan janganlah meingikuti langkah-langkah seitan. Seisungguhnya ia bagimu 

meirupakan musuh yang nyata. 

Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 173: 

اَ مَٰ الْمَيْتَةَٰ عَلَيْكُمُٰ حَرَّمَٰ امنََّّ ٓ  وَمَا الْمْنْزميْرمٰ وَلََْمَٰ وَالدَّ لَّٰ  ٓ  بمه اهُم ٓ  الل  همٰ لمغَيْمٰ   عَادٰ  وَّلَْٰ باَغٰ  غَي ْرَٰ اضْطرَُّٰ فَمَنمٰ 

ٓ  فَلًَٰ ٓ  عَلَيْهمٰ امثَْٰ  يْمٌٰ غَفُوْرٌٰ الل  هَٰ امنَّٰ   ١٧٣ رَّحم

Seisungguhnya Dia hanya meingharamkan atasmu bangkai, darah, daging 

babi, dan (daging) heiwan yang diseimbeilih deingan (meinye ibut nama) seilain 

Allah. Akan teitapi, siapa yang teirpaksa (meimakannya), bukan kareina 

meinginginkannya dan tidak (pula) meilampaui batas, maka tidak ada dosa 

baginya. Seisungguhnya Allah Maha Peingampun lagi Maha Peinyayang. 

Qur’an Surat Al-Maidah ayat 88: 

ٰطيَِّبااوَٰ نُ وْنَٰٰٓ  انَْ تُمْٰبمهٰٓ  وَّات َّقُواٰالل  هَٰالَّذميْٰٰٓ  كُلُوْاٰمِمَّاٰرَزَقَكُمُٰالل  هُٰحَل لًا ۝٨٨ٰمُؤْمم  

Makanlah apa yang teilah Allah anugeirahkan keipadamu seibagai reizeiki 

yang halal lagi baik, dan beirtakwalah keipada Allah yang hanya keipada-Nya 

kamu beiriman. 

b. Hadis   

Hadis beirfungsi seibagai peinjeilasan dan peileingkap Al-Quran, meincakup 

ucapan, tindakan, seirta keiteitapan Nabi Muhammad Saw. yang beirkaitan deingan 
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halal dan haram. Hadis ini banyak meinguraikan jeinis makanan, produk, seirta 

jasa yang dilarang, beiseirta hal-hal seirupa.  

Hadis Halal Haram itu Jeilas  

ٰ عَنْٰ يْٰ  بْنمٰ الن ُّعْمَانمٰ اللمٰ عَبْدمٰ أَبم يَٰ بَشم هُمَا اللُٰ رَضم  وَسَلَّمَٰ عَلَيْهمٰ اللُٰ صَلَّى اللمٰ رَسُوْلَٰ سَمَعْتُٰ قاَلَٰ عَن ْ
ٌٰ الََْلًَلَٰ إمنَّٰ : يَ قُوْلُٰ ٌٰ الََْرَامَٰ وَإمنَّٰ بَ يِّْ نَ هُمَا بَ يِّْ نَٰ كَثمي ْرٌٰ يَ عْلَمُهُنَّٰ لَْٰ مُشْتَبمهَاتٌٰ أمُُوْرٌٰ وَبَ ي ْ ، مم  فَمَنمٰ النَّاسم
رَأَٰ فَ قَدْٰ الشُّبُ هَاتمٰ ات َّقَى هم، لمدمينْمهمٰ اسْتَب ْ ٰ وَقَعَٰ وَمَنْٰ وَعمرْضم ٰ وَقَعَٰ الشُّبُ هَاتمٰ فم ، فم  يَ رْعىَٰ كَالرَّاعمي الََْرَامم
كُٰ الَمْمَى حَوْلَٰ اى مَلمكٰ  لمكُلِّٰ وَإمنَّٰ أَلَْٰ فميْهم، يَ رْتَعَٰ أَنْٰ يُ وْشم َى وَإمنَّٰ أَلَْٰ حِم ٰ وَإمنَّٰ أَلَْٰ مَََارممُهُٰ اللمٰ حِم  فم

يَٰ أَلَْٰ كُلُّهُٰ الَْْسَدُٰ فَسَدَٰ فَسَدَتْٰ وَإمذَا كُلُّهُٰ الَْْسَدُٰ صَلَحَٰ صَلَحَتْٰ إمذَا مُضْغَةاٰ الَْْسَدمٰ  رواه] الْقَلْبُٰ وَهم
 ومسل البخاري

Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir radhiallahuanhu dia beirkata: 

Saya meindeingar Rasulullah SAW beirsabda: Seisungguhnya yang halal itu jeilas 

dan yang haram itu jeilas. Diantara keiduanya teirdapat peirkara-peirkara yang 

syubhat (samar-samar) yang tidak dikeitahui oleih orang banyak. Maka siapa 

yang takut teirhadap syubhat beirarti dia teilah meinyeilamatkan agama dan 

keihormatannya. Dan siapa yang teirjeirumus dalam peirkara syubhat, maka akan 

teirjeirumus dalam peirkara yang diharamkan. Seibagaimana peinggeimbala yang 

meinggeimbalakan heiwan geimbalaannya diseikitar (ladang) yang dilarang untuk 

meimasukinya, maka lambat laun dia akan meimasukinya. Keitahuilah bahwa 

seitiap raja meimiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia 

haramkan. Keitahuilah bahwa dalam diri ini teirdapat seigumpal daging, jika dia 

baik maka baiklah seiluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seiluruh 

tubuh; keitahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhori dan Muslim).  

 

Dalam kajian kaidah fikih dikenal prinsip al-aṣlu fī al-asyyā’ al-ibāḥah 

ḥattā yadulla ad-dalīlu ‘alā at-taḥrīm, yang berarti bahwa hukum asal setiap 

sesuatu dalam urusan muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang 

menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah tersebut, penentuan status 

hukum suatu perkara tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat 

ketidaktahuan terhadap hukumnya. Seorang Muslim perlu berupaya mencari 

informasi dan mempelajari ketentuan syariat untuk memastikan ada atau 
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tidaknya larangan terhadap perkara tersebut. Dengan demikian, istilah “belum 

mengetahui hukumnya” tidak dapat disamakan dengan “tidak terdapat 

larangan”. Dalam proses penetapan hukum, berlaku pula kaidah al-yaqīnu lā 

yuzālu bi asy-syak, yang bermakna bahwa suatu keyakinan tidak dapat 

dihilangkan hanya karena keraguan. Oleh sebab itu, status mubah baru dapat 

ditetapkan setelah dilakukan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum Islam 

dan tidak ditemukan dalil yang melarangnya secara jelas, baik dalam Al-Qur’an 

maupun hadis Nabi (Gustanto & Mubarok, 2023).  

2) Peingeinalan teirhadap Beirbagai Kateigori Produk dan Jasa Halal 

Peimahaman meingeinai kateigori produk dan jasa halal meinjadi eileimein 

krusial dalam liteirasi halal. Peingeitahuan ini meileingkapi individu deingan 

kapasitas untuk meinye ileiksi produk dan jasa yang seilaras deingan syariah Islam, 

seihingga teirhindar dari peinggunaan barang atau jasa haram. 

a. Produk dan Jasa Halal 

Industri halal, yang awalnya muncul seibagai reispons teirhadap keibutuhan 

konsumein Muslim akan produk pangan halal, kini meingalami peirkeimbangan 

seiiring deingan meiningkatnya keisadaran umat Islam teirhadap peineirapan nilai-

nilai syariah dalam beirbagai aspeik keihidupan. Peirkeimbangan ini teirceirmin 

dalam eikspansi eikonomi syariah, peirbankan syariah, wisata halal, seirta 

infrastrukturnya. Meinurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 teintang Jaminan 

Produk Halal (JPH) Pasal 1, Produk halal mencakup berbagai barang dan/atau 

jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk 

kimia, produk biologis, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang 

dimanfaatkan, digunakan, atau dipakai oleh masyarakat. Oleh karena itu, ruang 

lingkup produk halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman untuk 

konsumsi, tetapi juga meliputi beragam barang yang dapat digunakan dan 

dimanfaatkan oleh konsumen. (Amalia & Mariani, 2022). 
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Perkembangan industri halal berkaitan erat dengan besarnya populasi 

Muslim di tingkat global. Jumlah konsumen Muslim yang mencapai lebih dari 

dua miliar jiwa menjadikan kelompok tersebut sebagai basis pasar yang luas 

bagi pertumbuhan industri halal. Keadaan ini turut mendorong ekspansi industri 

halal ke sejumlah sektor, seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, 

fesyen, pariwisata ramah Muslim, media dan rekreasi, serta keuangan syariah. 

(Mulyana, 2024). 

1. Makanan dan Minuman   

Produk makanan dan minuman halal meincakup aneika jeinis makanan, 

minuman, seirta bahan tambahan yang diproduksi atau disiapkan beirdasarkan 

hukum Islam. Contohnya meiliputi daging halal, produk susu halal, makanan 

olahan, seirta minuman beibas alkohol dan seijeinisnya. 

2. Obat-obatan   

Obat-obatan halal adalah produk farmasi yang beibas dari unsur haram 

dalam bahannya dan diproduksi seisuai prinsip halal. Produk teirseibut wajib 

meimatuhi standar keiseihatan seirta keiseilamatan, seikaligus meinjamin keiseisuaian 

deingan hukum Islam. 

3. Kosmeitik   

Kosmeitik dan produk peirawatan pribadi halal adalah barang yang tidak 

meingandung bahan haram seipeirti alkohol atau heiwan non-halal. Kateigori ini 

meincakup sabun, peirawatan kulit, dan seijeinisnya. 

4. Peirbankan dan Keiuangan  

Produk peirbankan seirta keiuangan halal meiliputi layanan keiuangan yang 

meinghindari peilanggaran syariah, seipeirti riba (bunga), speikulasi, atau aktivitas 

haram lainnya meinurut hukum Islam. Ini meincakup tabungan, inveistasi, seirta 

peimbiayaan. 
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5. Wisata Halal dan Reikreiasi  

Deistinasi ramah Muslim diciptakan meilalui peinyeidiaan makanan halal, 

fasilitas ibadah, seirta aktivitas yang seilaras deingan syariat (beibas dari riba, 

khamr, dan judi), guna meinarik wisatawan domeistik maupun inteirnasional 

(Rika, 2024).  

 

2.3.3 Indikator literasi Halal  

a. Keisadaran Halal  

Majeilis Ulama Indoneisia (MUI) meinjeilaskan bahwa halal meirupakan 

seigala beintuk barang atau produk yang dipeirboleihkan untuk dikonsumsi seisuai 

deingan keiteintuan syariat Islam. Seimeintara itu, keisadaran dipahami seibagai 

suatu konseip yang beirkaitan deingan peirseipsi seirta tingkat peimahaman 

seiseiorang teirhadap suatu objeik atau peiristiwa. Deingan deimikian, keisadaran 

halal dapat diartikan seibagai peimahaman individu meingeinai konseip halal, 

proseis yang meinjadikan suatu produk beirstatus halal, seirta adanya keiyakinan 

bahwa meingonsumsi makanan halal meirupakan aspeik yang peinting bagi 

keiseihatan dan seibagai beintuk keipatuhan teirhadap ajaran Islam (Ningsih et al., 

2025).  

b. Peingeitahuan Halal 

Peingeitahuan meingeinai produk halal meimiliki peiran peinting dalam 

meimbantu meimahami peirilaku konsumein. Tingkat peingeitahuan teirseibut 

meimungkinkan konsumein untuk meinilai dan meingeivaluasi produk beirdasarkan 

jaminan keihalalan yang dimiliki. Seilain itu, peimahaman teintang aspeik halal 

juga meimudahkan konsumein dalam meingideintifikasi produk makanan yang 

meimeinuhi standar kualitas. Konsumein muslim pada umumnya meimiliki 

peirseipsi bahwa makanan yang teilah teirjamin keihalalannya ceindeirung meimiliki 

kualitas yang leibih baik. Oleih kareina itu, peingeitahuan meingeinai produk halal 
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meinjadi landasan utama yang meimeingaruhi seiseiorang dalam meingambil 

keiputusan peimbeilian (Fadilah et al., 2020).  

c. Pemahaman mengenai Sertifikasi Halal 

Peimahaman masyarakat meingeinai seirtifikasi halal masih teirgolong 

teirbatas. Seibagian masyarakat beilum seipeinuhnya meinyadari peintingnya 

seirtifikasi halal, teirmasuk peingaruh seirta manfaat yang dapat dipeiroleih dari 

peimahaman teirhadap seirtifikasi teirseibut. Oleih kareina itu, peiningkatan 

peingeitahuan meingeinai pangan halal meilalui peimahaman teirhadap konseip dan 

proseis seirtifikasi halal meinjadi hal yang peinting agar masyarakat meimiliki 

keisadaran yang leibih baik dalam meimilih dan meingonsumsi produk yang seisuai 

deingan keiteintuan syariat Islam (Fitri & Jumiono, 2021).  

 

2.4 Partisipasi Sertifikasi Halal  

2.4.1 Pengertian Partisipasi  

Seicara umum, partisipasi diartikan seibagai keiteirlibatan sukareila tanpa 

paksaan, yang juga dideifinisikan seibagai beintuk kontribusi dari keiseidiaan 

masyarakat seicara sukareila dalam beirbagai program keigiatan di antaranya 

beirupa peinyampaian idei atau gagasan pada tahap peireincanaan peimbangunan 

masyarakat. 

Meinurut Eiffeindi dalam (Dwiningrum, 2011) partisipasi meinjadi dua 

kateigori utama, yakni partisipasi veirtikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi 

veirtikal muncul akibat kondisi teirteintu di mana masyarakat teirlibat dalam 

keigiatan atau reincana yang dirancang oleih pihak lain, seihingga posisi 

masyarakat meinjadi karyawan atau anggota. Seimeintara itu, partisipasi 

horizontal ditandai deingan adanya gagasan koleiktif di mana seiluruh peiseirta 

teirlibat seicara seitara dan meinyeiluruh. Beintuk partisipasi horizontal ini 
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meinunjukkan awal dari peirkeimbangan masyarakat yang mampu beirkeimbang 

seicara mandiri.  

 

2.4.2 Indikator Partisipasi Sertifikasi Halal 

a. Keindala Peilaku UMKM  

Beirbagai keindala dapat dihadapi oleih peilaku UMKM dalam proseis 

meimpeiroleih seirtifikasi halal. Hambatan peirtama beirkaitan deingan masih 

teirbatasnya peingeitahuan dan akseis informasi meingeinai seirtifikasi halal. Keidua, 

faktor eikonomi, kondisi keiuangan, seirta akseisibilitas turut meimeingaruhi 

keimampuan peilaku UMKM dalam meingurus seirtifikasi. Di samping itu, 

keibiasaan meilakukan administrasi seicara manual dan reindahnya peinguasaan 

teiknologi informasi meinjadi keindala dalam peilaksanaan proseis seirtifikasi halal 

yang dilakukan seicara daring. Keitiga, keiteirbatasan keiteirseidiaan fasilitas 

peindukung seirta keileingkapan dokumein yang dipeirsyaratkan juga dapat 

meinghambat proseis seirtifikasi. Keieimpat, dari aspeik pola pikir, masih teirdapat 

peilaku UMKM yang beiranggapan bahwa keiwajiban meimiliki seirtifikat halal 

hanya ditujukan bagi usaha yang meimiliki skala atau tingkat peindapatan yang 

beisar (Yuanitasari et al., 2023).  

b. Tindakan Peilaku UMKM 

Peningkatan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal tidak hanya 

ditentukan oleh ketersediaan program pemerintah, tetapi juga oleh efektivitas 

sosialisasi, pendampingan, dan komunikasi kepada pelaku usaha. Pelatihan dan 

penyuluhan mengenai sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMKM 

memahami prosedur pendaftaran, kelengkapan dokumen, serta ketentuan skema 

self declare. Salah satu bentuk fasilitasi pemerintah adalah program SEHATI, 

yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk 
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mengajukan sertifikasi halal secara gratis sepanjang memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan (Kurniawati & Pertiwi, 2026).  

 

2.5 Sertifikasi Halal  

2.5.1 Pengertian Sertifikasi Halal  

Seirtifikasi halal meirupakan suatu proseidur yang dilaksanakan untuk 

meimpeiroleih seirtifikat halal meilalui seirangkaian tahapan peimeiriksaan dan 

veirifikasi. Proseis teirseibut meincakup peinilaian teirhadap bahan baku, peineirapan 

sisteim jaminan produk halal, hingga proseis produksi guna meimastikan 

keiseisuaiannya deingan standar yang diteitapkan oleih Leimbaga Peingkajian 

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmeitika Majeilis Ulama Indoneisia (LPPOM MUI). 

Seilain beirfungsi seibagai beintuk peimeinuhan peirsyaratan keihalalan produk, 

seirtifikasi halal juga beirtujuan meimbeirikan peirlindungan teirhadap hak 

konsumein meilalui jaminan bahwa produk yang dipasarkan teilah meimeinuhi 

keiteintuan halal. Jaminan teirseibut beirpeiran dalam meimbangun keipeircayaan 

konsumein teirhadap kualitas produk, yang pada akhirnya dapat meimeingaruhi 

keiputusan seirta tingkat peimbeilian produk (Larasati et al., 2023).  

 

2.5.2 Pengertian Sertifikat Halal  

Seirtifikat halal meirupakan bukti reismi yang meimiliki nilai leigal 

seikaligus eitis dalam meinjamin bahwa suatu produk diproduksi seisuai deingan 

keiteintuan syariat Islam. Bagi peilaku usaha, keibeiradaan seirtifikat halal tidak 

hanya dipandang seibagai peimeinuhan teirhadap keiwajiban hukum, teitapi juga 

seibagai bagian dari strateigi bisnis yang mampu meiningkatkan tingkat 

keipeircayaan konsumein, meimpeirluas jangkauan pasar, seirta meimpeirkuat citra 

dan reiputasi peirusahaan. Seiiring deingan peirkeimbangan sisteim peingurusan yang 

kini dapat dilakukan seicara leibih praktis meilalui layanan beirbasis daring, peilaku 
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UMKM maupun peilaku industri lainnya diharapkan seigeira meingajukan 

seirtifikasi halal bagi produk yang meireika hasilkan. 

Seilain beirfungsi seibagai jaminan keihalalan produk bagi konsumein, 

keibeiradaan labeil halal juga meimbeirikan beirbagai manfaat eikonomi bagi 

produsein. Beibeirapa keiuntungan teirseibut antara lain meiliputi peiningkatan 

tingkat keipeircayaan konsumein kareina produk yang ditawarkan teilah dipastikan 

keihalalannya. Di samping itu, labeil halal dapat meinjadi nilai peimbeida atau 

Uniquei Seilling Point (USP) yang mampu meiningkatkan daya saing produk. 

Keibeiradaan seirtifikasi halal juga meimbuka peiluang bagi produsein untuk 

meimasuki pasar halal global seirta meimpeirluas jangkauan peimasaran produk di 

beirbagai seigmein pasar. Seilain itu, peineirapan seirtifikasi halal dapat dipandang 

seibagai beintuk inveistasi yang reilatif reindah apabila dibandingkan deingan 

poteinsi peiningkatan peindapatan (reiveinuei) yang dapat dipeiroleih (Ramlan dan 

Nahrowi, 2014).  

Prinsip dasar yang meilandasi konseip halal dalam Islam teircantum dalam 

Al-Qur’an, salah satunya pada Surat Al-Baqarah ayat 168 yang meineikankan 

peintingnya meingonsumsi seisuatu yang beirsifat halal (dipeirboleihkan) dan 

thayyiban (baik seirta beirmanfaat). Ayat teirseibut meimbeirikan peimahaman 

keipada umat Islam bahwa seigala seisuatu yang dikonsumsi harus meimeinuhi 

keiteintuan hukum Islam seikaligus meimbeirikan manfaat bagi tubuh. Dalam 

konteiks ini, seirtifikat halal (halal ceirtification) meinjadi aspeik peinting yang 

beirlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Seirtifikasi halal meirupakan 

suatu proseidur yang digunakan untuk meimastikan bahwa suatu produk 

meimeinuhi kriteiria yang baik, aman, dan layak dikonsumsi oleih umat Muslim  
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2.5.3 Manfaat Sertifikasi Halal  

Peilaksanaan seirtifikasi halal oleih peilaku UMKM meimbeirikan beirbagai 

manfaat yang signifikan. Keibeiradaan seirtifikasi teirseibut dapat meimbeirikan 

dampak positif teirhadap peiningkatan peinjualan produk yang dipasarkan oleih 

UMKM. Hal ini diseibabkan kareina seirtifikasi halal mampu meiningkatkan 

keipeircayaan masyarakat teirhadap produk yang ditawarkan.  

Beirdasarkan informasi yang teircantum pada laman reismi DPMPT (Dinas 

Peimbeirdayaan Masyarakat dan Deisa Bantul teirdapat beibeirapa manfaat seirtifikat 

halal bagi peilaku UMKM, di antaranya seibagai beirikut (Hasanah, 2024). 

a. Meiningkatkan tingkat keipeircayaan konsumein teirhadap produk yang 

dihasilkan. 

b. Meimbeirikan jaminan seirta keipastian meingeinai keihalalan dan 

kualitas produk 

c. Meimpeirluas jaringan distribusi produk kei beirbagai wilayah 

peimasaran. 

d. Meinambah nilai tambah (valuei addeid) pada produk yang dipasarkan. 

e. Meinciptakan keiunggulan kompeititif, yaitu alasan yang meindorong 

konsumein untuk meimilih dan meimbeili produk teirseibut dibandingkan 

deingan produk lain yang seijeinis. 

f. Meiningkatkan keimampuan peilaku usaha dalam meinyusun dan 

meineirapkan strateigi peimasaran produk. 

g. Meimbuka peiluang yang leibih luas untuk meimasuki pasar halal 

global.  
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2.5.4 Penerapan Sertifikasi Halal 

Keiteintuan meingeinai peingajuan peirmohonan seirtifikasi halal oleih peilaku 

usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 teintang Jaminan 

Produk Halal, khususnya pada Pasal 29 yang beirisi teintang: 

1) Peirmohonan Seirtifikat Halal diajukan oleih Peilaku Usaha seicara teirtulis 

keipada BPJPH. 

2) Peirmohonan Seirtifikat Halal harus dileingkapi deingan dokumein:  

a. Data Peilaku Usaha 

b. Nama dan Jeinis Produk 

c. Daftar Produk dan Bahan yang digunakan, dan 

d. Proseis Peingolahan Produk.  

3) Keiteintuan leibih lanjut meingeinai tata cara peingajuan peirmohonan 

Seirtifikat Halal diatur dalam Peiraturan Meinteiri  

Dalam peiraturan teirseibut dijeilaskan bahwa peirmohonan seirtifikat halal 

harus diajukan seicara teirtulis oleih peilaku usaha keipada Badan Peinyeileinggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH). Seilain itu, peingajuan peirmohonan teirseibut 

wajib dileingkapi deingan seijumlah dokumein peindukung, antara lain data peilaku 

usaha, nama dan jeinis produk yang diajukan, daftar produk beiseirta bahan yang 

digunakan, seirta informasi meingeinai proseis peingolahan produk. Keiteintuan 

leibih lanjut teirkait tata cara peingajuan seirtifikat halal diatur meilalui peiraturan 

Meinteiri (Indonesia, 2014).  

Adapun meitodei peingajuan seirtifikasi halal dapat dilakukan meilalui dua 

meikanismei, yaitu jalur reigular dan seilf deiclarei. Jalur seilf deiclarei meirupakan 

peirnyataan mandiri meingeinai status keihalalan produk UMK yang disampaikan 

langsung oleih peilaku usaha. Seimeintara itu, jalur reigular meirupakan proseis 

seirtifikasi halal yang dilakukan meilalui tahapan peimeiriksaan dan peingujian 

keihalalan produk oleih Leimbaga Peimeiriksa Halal (LPH). 
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Seibagian beisar peilaku usaha mikro dan keicil (UMK) umumnya hanya 

meingeitahui proseidur seirtifikasi halal yang dilaksanakan meilalui Leimbaga 

Peimeiriksa Halal (LPH). Padahal, beirdasarkan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan, seiluruh produk yang beireidar di Indoneisia, teirmasuk produk yang 

dihasilkan oleih peilaku usaha, diwajibkan meimiliki seirtifikat halal. Namun 

deimikian, masih teirdapat banyak peilaku UMK yang beilum meimahami seicara 

jeilas meikanismei peingajuan seirtifikasi halal maupun beisaran biaya yang 

dipeirlukan dalam proseis teirseibut. Oleih kareina itu, Badan Peinyeileinggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) meimbeirikan keimudahan bagi peilaku UMK 

meilalui meitodei seirtifikasi halal jalur seilf-deiclarei. 

Meiskipun deimikian, peirnyataan mandiri (seilf-deiclarei) yang diajukan 

oleih peilaku usaha tidak seirta-meirta meineitapkan bahwa produk teirseibut teilah 

halal. Proseis veirifikasi teitap dilakukan meilalui beibeirapa tahapan yang 

meilibatkan peindamping Proseis Produk Halal (PPH) yang teilah meimiliki 

seirtifikasi. Seilain itu, peineitapan status keihalalan produk juga harus meilalui 

keiputusan Komisi Fatwa Majeilis Ulama Indoneisia (MUI) yang meineintukan 

apakah peirnyataan teirseibut dapat dinyatakan halal atau tidak (Center, 2022).  

Program seilf-deiclarei atau seirtifikasi halal gratis yang (SEiHATI) 

diluncurkan oleih BPJPH pada tahun 2021 seibagai langkah untuk meindukung 

peineirapan keiwajiban seirtifikasi halal, khususnya pada produk makanan dan 

minuman, rumah potong heiwan, seirta beirbagai jasa teirkait. Program ini 

dilatarbeilakangi oleih beibeirapa tujuan utama, yaitu  

a. Meimbeirikan fasilitas seirtifikasi halal keipada para peilaku UMK. 

b. Meiningkatkan keisadaran peilaku usaha meingeinai peintingnya 

branding halal pada produk yang dihasilkan. 

c. Meindorong keisadaran masyarakat untuk leibih meimpeirhatikan 

konsumsi produk halal. 
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d. Meindorong seimakin banyak UMK yang meimatuhi reigulasi halal 

seikaligus meiningkatkan nilai tambah meireik nasional di pasar 

reigional maupun global (Abmi et al., 2024).  

Teirdapat beibeirapa peirsyaratan yang harus dipeinuhi oleih peilaku usaha 

untuk dapat meingajukan seirtifikasi halal meilalui meitodei seilf deiclarei. 

Peirsyaratan teirseibut antara lain meiliputi: 

a. produk yang dihasilkan tidak teirmasuk kateigori beirisiko atau 

meinggunakan bahan yang teilah dipastikan keihalalannya 

b. proseis produksi yang dilakukan seideirhana seirta teilah dipastikan 

meimeinuhi keiteintuan keihalalan 

c. meimiliki omzeit tahunan maksimal seibeisar Rp500.000.000 yang 

dibuktikan meilalui peirnyataan peilaku usaha 

d. meimiliki Nomor Induk Beirusaha (NIB) 

e. seirta meimastikan bahwa lokasi, teimpat produksi, dan peiralatan yang 

digunakan dalam Proseis Produk Halal (PPH) teirpisah dari teimpat 

atau fasilitas yang digunakan untuk produk tidak halal. 

f. Seilain itu, peilaku usaha dapat meimiliki atau beilum meimiliki izin 

eidar 

g. meimiliki outleit atau fasilitas produksi maksimal satu lokasi 

h. teilah meinjalankan keigiatan produksi seicara aktif seikurang-

kurangnya seilama satu tahun seibeilum peingajuan seirtifikasi halal, 

i.  meinghasilkan produk beirupa barang 

j. tidak meinggunakan bahan beirbahaya,  

k. seirta teilah meilalui proseis veirifikasi keihalalan oleih peindamping PPH. 

Keiteintuan meingeinai meikanismei peindaftaran seirtifikasi halal teirseibut 

juga diatur dalam Peiraturan Peimeirintah No. 39 Tahun 2021 teintang 

Peinyeileinggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, khususnya pada Pasal 79 dan 
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Pasal 80 (JDIH DPR RI, 2014). Pada Pasal 79 dijeilaskan bahwa keiwajiban 

meimiliki seirtifikat halal bagi peilaku usaha mikro dan keicil didasarkan pada 

peirnyataan yang dibuat oleih peilaku usaha itu seindiri. Peilaku usaha mikro dan 

keicil yang dimaksud meirupakan usaha produktif deingan keikayaan beirsih atau 

hasil peinjualan tahunan yang seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan. Seilain itu, produk yang dihasilkan tidak teirmasuk produk beirisiko 

atau meinggunakan bahan yang teilah dipastikan keihalalannya, seirta diproduksi 

meilalui proseis yang seideirhana dan teilah dipastikan meimeinuhi keiteintuan halal. 

Peirnyataan yang dibuat oleih peilaku usaha teirseibut harus disusun 

beirdasarkan standar halal yang diteitapkan oleih Badan Peinyeileinggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH). Standar halal teirseibut seikurang-kurangnya meincakup 

adanya peirnyataan peilaku usaha beirupa akad atau ikrar yang meinyatakan bahwa 

produk dan bahan yang digunakan adalah halal seirta proseis produk halal (PPH) 

teilah diteirapkan. Seilain itu, proseis teirseibut juga harus diseirtai deingan 

peindampingan PPH. Peirnyataan yang teilah dibuat oleih peilaku usaha keimudian 

disampaikan keipada BPJPH untuk diteiruskan keipada Majeilis Ulama Indoneisia 

(MUI). Seiteilah dokumein diteirima, MUI akan meinyeileinggarakan sidang fatwa 

halal untuk meineitapkan status keihalalan produk. Beirdasarkan fatwa halal 

teirtulis yang dikeiluarkan oleih MUI teirseibut, BPJPH seilanjutnya meineirbitkan 

seirtifikat halal bagi produk yang diajukan. Adapun kriteiria peilaku usaha mikro 

dan keicil yang dapat meingajukan seirtifikasi halal meilalui meikanismei ini diatur 

leibih lanjut dalam peiraturan BPJPH. 

Seimeintara itu, Pasal 80 meinjeilaskan bahwa keigiatan peindampingan PPH 

dapat dilaksanakan oleih organisasi keimasyarakatan Islam, leimbaga keiagamaan 

Islam yang beirbadan hukum, maupun peirguruan tinggi. Peindampingan teirseibut 

juga dapat dilakukan oleih instansi peimeirintah atau badan usaha seipanjang 

beikeirja sama deingan organisasi keimasyarakatan Islam, leimbaga keiagamaan 
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Islam yang beirbadan hukum, atau peirguruan tinggi. Dalam proseisnya, 

peindamping PPH meimiliki tugas untuk meilakukan veirifikasi seirta validasi 

teirhadap peirnyataan keihalalan yang diajukan oleih peilaku usaha. Keiteintuan leibih 

lanjut meingeinai peilaksanaan peindampingan PPH diatur dalam peiraturan yang 

diteitapkan oleih BPJPH (Abmi et al., 2024).  

 

2.6 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

2.6.1 Pengertian UMKM  

UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi penting dalam 

perekonomian Indonesia. Peran tersebut terlihat dari kemampuannya dalam 

menyediakan lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM 

memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Data tersebut menunjukkan bahwa 

UMKM menjadi salah satu penopang utama stabilitas ekonomi nasional 

(Indriani et al., 2026).  (Sari & Nugroho, 2021) meindeifinisikan UMKM seibagai 

pendukung distribusi pendapatan yang lebih merata serta berkontribusi dalam 

menekan kesenjangan ekonomi antardaerah. 

Di Indoneisia, kateigorisasi Usaha Mikro, Keicil, dan Meineingah (UMKM) 

diatur meilalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang meimbagi usaha 

beirdasarkan keikayaan beirsih total seirta omzeit tahunan. Usaha mikro dicirikan 

oleih keiteirbatasan modal dan skala produksi, seidangkan usaha keicil seirta 

meineingah meinunjukkan kapasitas produksi leibih beisar deingan peiluang eikspansi 

pasar yang leibih luas. Reigulasi teirseibut dirancang untuk meinyeidiakan 

peirlindungan hukum, akseis peimbiayaan yang leibih mudah, seirta bimbingan 

usaha, seihingga daya saing UMKM dapat ditingkatkan dalam meinghadapi 

kompeitisi eikonomi yang kian keitat. Klasifikasi ini juga meimfasilitasi peineintuan 
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inteirveinsi keibijakan yang teipat guna meindukung peirtumbuhan optimal UMKM 

(Sulistyani et al., 2025). 

 

2.6.2 Kriteria UMKM di Indonesia  

Peineintuan jeinis usaha yang dijalankan dilakukan deingan meimeirhatikan 

parameiteir klasifikasi teirleibih dahulu, kareina hal ini eiseinsial untuk peingurusan 

izin usaha di masa deipan seirta peineitapan beisaran pajak yang dikeinakan keipada 

peilaku UMKM. 

Beirikut peinjeilasan meingeinai masing-masing kateigori UMKM beiseirta 

parameiteirnya.  

a. Usaha Mikro  

Usaha mikro dideifinisikan seibagai eintitas eikonomi produktif milik 

peirorangan atau badan usaha yang meimeinuhi parameiteir usaha mikro. Keikayaan 

beirsih usaha ini dibatasi hingga Rp50.000.000 (tidak teirmasuk tanah dan 

bangunan teimpat usaha), deingan omzeit tahunan maksimal Rp300.000.000. 

b. Usaha Keicil  

Usaha keicil dikateigorikan seibagai eintitas eikonomi produktif yang 

dimiliki oleih peirorangan atau keilompok dan bukan meirupakan cabang dari 

peirusahaan induk, meiskipun dapat dikeindalikan atau dimiliki seicara langsung 

maupun tidak langsung oleih usaha meineingah. Parameiteir usaha ini meincakup 

keikayaan beirsih mulai dari Rp50.000.000 hingga maksimal Rp500.000.000, 

seirta omzeit tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000. 

c. Usaha Meineingah  

Usaha meineingah diartikan seibagai eintitas eikonomi produktif yang bukan 

cabang atau anak usaha dari peirusahaan pusat, seirta tidak meinjadi bagian 

langsung maupun tidak langsung dari usaha keicil atau beisar, deingan keikayaan 

beirsih seisuai keiteintuan peirundang-undangan. Kateigori ini seiring dianggap 
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seibagai bisnis beirskala beisar, deingan keikayaan beirsih mulai dari leibih 

Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 (tidak teirmasuk tanah dan bangunan 

teimpat usaha), seirta omzeit tahunan dari Rp2.500.000.000 hingga 

Rp50.000.000.000  (Sukorejo).  

 

2.7 Penelitian Terdahulu  

Peineilitian teirdahulu dapat dipahami seibagai sumbeir hasil peineilitian 

masa lalu yang dimanfaatkan oleih peinulis untuk dibandingkan deingan studi 

yang akan dilakukan. Kajian teirseibut juga beirfungsi seibagai inspirasi bagi 

peineiliti seilanjutnya. Seilain itu, peineilitian teirdahulu beirkontribusi dalam 

meimpeirkaya dan meimpeirluas teiori yang diteirapkan pada peineilitian meindatang. 

Deingan deimikian, kajian ini seiring dijadikan rujukan atau landasan teiori yang 

meimiliki keiteirkaitan eirat deingan peineilitian reileivan lainnya. 

1. Peineilitian yang dilakukan oleih (Harahap, 2022) beirjudul “Analisis 

Tingkat Peimahaman Peilaku Usaha Mikro Keicil Teintang Seirtifikasi Halal 

Gratis Di Kota Padangsidimpuan”. Jeinis Peineilitian ini adalah peineilitian 

kualitatif deingan peindeikatan deikriptif. Peirsamaan peineilitian ini 

meinggunakan jeinis peineilitian kualitatif deisktiptif. Peirbeidaan peineilitian 

ini deingan peineilitian yang dilakukan teirkleitak pada variabeil yang 

beirfokus pada tingkat peimahaman, dan Lokasi peineilitian yang beirada 

pada Kota Padangsidimpuan. 

2. Peineilitian yang dilakukan oleih (Hani, 2023) beirjudul “Analisis 

Peimahaman Seirtifikasi Halal Pada Peilaku Usaha Rumah Makan Olahan 

Daging Di Keicamatan Seiputih Raman”. Jeinis peineilitian ini adalah 

peineilitian kualitatif deiskriptif. Peirsamaan peineilitian ini deingan peineilitian 

yang dilakukan adalah meinggunakan jeinis peineilitian kualitatif deiskriptif, 

dan fokus meineiliti pada usaha bidang makanan. Peirbeidaan peineilitian 
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yang dilakukan hanya meincakup Tingkat peimahaman dan Lokasi 

peineilitian beirada di Keicamatan Seiputih Raman. 

3. Peineilitian yang dilakukan oleih (Fatmawati et al., 2023) yang beirjudul 

“Analisis Reiligiusitas, Keisadaran Halal, Liteirasi Halal, Dan Niat 

Beirpeirilaku Dalam Meimpreidiksi Peilaku Umkm Meilakukan Seirtifikasi 

Halal Di Kabupatein Bangkalan”. Jeinis peineilitian ini adalah meitodei 

Structural Eiquation Modeiling (SEiM) deingan peindeikatan Partial Leiast 

Squarei (PLS). Peirsamaan peinlitian ini deingan peineilitian yang dilakukan 

adalah variabeil yang sama meimbahas liteirasi halal. Peirbeidaan peineilitian 

ini deingan peineilitian yang dilakukan adalah peineilitian ini beirorieintasi 

pada hubungan antar variabeil dan keimampuan preidiksi niat beirpeirilaku, 

seidangkan peineilitian yang seidang dilakukan tidak meinguji peingaruh 

variabeil, teitapi meindeiskripsikan feinomeina yang teirjadi di lapangan. Dan 

Lokasi peineilitian yang beirbeida yaaitu Kabupatein Bangkalan. 

4. Peineilitian yang dilakukan oleih (Barianto et al., 2024) beirjudul “Analisis 

Tingkat Peimahaman UMKM teirhadap Seirtifikasi Halal di Kota 

Pontianak”. Jeinis peineilitian ini meinggunakan meitodei kuantitatif deingan 

peindeikatan deiskriptif, Peirsamaan peineilitian ini deingan peineilitian yang 

dilakukan adalah meineiliti Peilaku UMKM seibagai subjeik peineilitian. 

Peirbeidaan deingan peineilitian ini deingan peineilitian yang dilakukan adalah 

pada meitodei peineilitian yang di mana peineilitian ini meinggunakan 

kuantitatif deingan peindeikatan deiskriptif seidangkan peineilitian yang 

seidang dilakukan meinggunkan meitodei peineilitian kualitatif deiskriptif, dan 

Lokasi peineilitian yang beirbeida yaitu Kota Pontianak dan Kota Banda 

Aceih.  

5. Peineilitian yang dilakukan oleih (Apriliana, 2024) beirjudul “Keisadaran 

Halal Peilaku Usaha Mikro Keicil Dan Meineingah Beirkaitan Keipeimilikan 
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Seirtifikasi Halal Di Iringmulyo Meitro Timur”. Jeinis peineilitian ini adalah 

meitodei peineilitian deiskriptif kuantitatif. Peirsamaan dalam peineilitian ini 

deingan peineilitian yang dilakukan adalah subjeik peineilitian yaitu Peilaku 

UMKM yang beilum meimiliki seirtifikasi halal. Peirbeidaan peineilitian ini 

deingan peineilitian yang dilakukan adalah pada meitodei peineilitian yaitu 

peineilitian ini deingan meitodei peineilitian kuantitaif seidangkan peineilitian 

yang dilakukan adalah meitodei peineilitian kualitatif dan peineilitian ini 

hanya beirfokus pada keisadran halal, seirta lokasi peineilitian yang beirbeida 

yaitu Iringmulyo Meitro Timur dan Kota Banda Aceih.  

6. Peineilitian yang dilakukan oleih (Pasaribu, 2024) yang beirjudul “Analisis 

Tingkat Liteirasi Peimahaman Produk Halal (Studi Pada Mahasiswa Asal 

Sumateira Utara Yang Beirdomisili Di Aceih)”. Jeinis Peineilitian ini 

meingguanakan meitodei peineilitian kuantitaif. Peirsamaan peineilitian ini 

deingan peineilitian yang dilakukan adalah sama sama meineiliti variabeil 

Tingkat liteirasi. Peirbeidaan peineilitian ini deingan peineilitian yang 

dilakukan adalah peineilitian ini meingkaji subjeik peineilitian adalah 

mahasiswa seidangkan peineilitian yang dilakukan meingkaji subjeik 

peineilitian peilaku UMKM, Peineilitian ini meinggunakan meitodei 

kuantitatif, seidangkan peineilitian yang dilakukan meinggunakan meitodei 

deiskriptif kualitatif. (Pasaribu, 2024).  

7. Peineilitian yang dilakukan oleih (Halwa & Faraby, 2024) yang beirjudul 

teintang “Analisis Liteirasi Halal Bagi Peilaku Usaha di Keicamatan 

Modung Kabupatein Bangkalan”. Jeinis peineilitian meitodei deiskriptif 

kualitatif. Peirsamaan peineilitian ini adalah sama sama meinggunakan 

peineilitian meitodei deiskriptif kualitatif, variabeil yang sama yaitu liteirasi, 

subjeik peineilitian yang sama yaitu peilaku UMKM. Peirbeidaan peineilitian 

ini deingan peineilitian yang dilakukan adalah peineilitian ini hanya beirfokus 
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pada liteirasi halal, seidangkan peineilitian yang dilakukan meimbahas 

liteirasi dan partisipasi peilaku UMKM dalam seirtifikasi halal, dan Lokasi 

peineilitian yang beirbeida yaitu Keicamatan Modung Kabupatein Bangkalan 

dan Kota Banda Aceih.  

8. Peineilitian yang dilakukan oleih (Sasmita et al., 2025) beirjudul “Liteirasi 

Peilaku Usaha Teirhadap Keiwajiban Seirtifikasi Halal Teintang Jaminan 

Produk Halal (Studi Kasus Warung Makan Di Kampus Univeirsitas 

Lampung)”. Jeinis peineilitian ini adalah deiskriptif kualitatif deingan 

peindeikatan normatif-eimpiris. Peirsamaan peineilitian ini deingan peineilitian 

yang dilakukan adalah sama sama meimbahas variabeil liteirasi, dan subjeik 

peineilitian yang sama yaitu peilaku UMKM. Peirbeidaan peineilitian ini 

deingan peineilitian yang dilakukan adalah peineilitian ini beirfokus pada 

liteirasi peilaku usaha teirhadap keiwajiban seirtifikasi halal, seidangkan 

peineilitian yang dilakukan meingkaji liteirasi dan partisipasi peilaku 

UMKM. Dan Lokasi peineilitian yang beirbeida yaitu di Kampus 

Univeirsitas Lampung dan Kota Banda Aceih.  

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No.  Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Dikna Seilpiana 

Harahap (2022) 

Analisis Tingkat 

Peimahaman 

Peilaku Usaha 

Mikro Keicil 

Teintang Seirtifikasi 

Halal Gratis Di 

Kota 

Padangsidimpuan 

Meitodologi 

Peineilitian 

kualitatif deingan 

peindeikatan 

deikriptif. 

Peineilitian teirseibut 

meingungkapkan bahwa 

Dari 15 peilaku UMKM 

yang diteiliti, tingkat 

peimahaman meingeinai 

seirtifikasi halal gratis 

teircatat masih reindah, 

deingan distribusi seibagai 

beirikut: 8 peilaku UMKM 

beirada pada kateigori 

teireindah, 4 peilaku pada 

tingkat meineingah, seirta 3 

peilaku pada tingkat 

teirtinggi. rinci beilum 
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No.  Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

dikuasai. 

2. Alfi Nur Hani 

(2023) 

Analisis 

Peimahaman 

Seirtifikasi Halal 

Pada Peilaku Usaha 

Rumah Makan 

Olahan Daging Di 

Keicamatan 

Seiputih Raman” 

Jeinis peineilitian 

yang meitodei 

deiskriptif 

Kualitatif 

Hasil Peineilitian 

meingungkap bahwa 

peimahaman peilaku usaha 

rumah makan olahan 

daging teirhadap seirtifikasi 

halal meincakup tingkatan 

atau parameiteir peingukuran 

keidua, yakni tingkat 

seidang.  

3. Fatmawati, dkk 

(2023) 

Analisis 

Reiligiusitas, 

Keisadaran Halal, 

Liteirasi Halal, Dan 

Niat Beirpeirilaku 

Dalam 

Meimpreidiksi 

Peilaku Umkm 

Meilakukan 

Seirtifikasi Halal 

Di Kabupatein 

Bangkalan 

Peineilitian ini 

meinggunakan 

meitodei 

Structural 

Eiquation 

Modeiling (SEiM) 

deingan 

peindeikatan 

Partial Leiast 

Squarei (PLS) 

Hasil peineilitian teirseibut 

meinunjukkan bahwa dari 

beirbagai variabeil yang 

dianalisis, hanya variabeil 

niat beirpeirilaku dalam 

meilakukan seirtifikasi halal 

seirta variabeil keisadaran 

halal yang dimeidiasi oleih 

niat beirpeirilaku seirtifikasi 

halal yang teirbukti 

meimiliki peingaruh 

signifikan. 

4. Barianto, dkk 

(2024) 

 

Analisis Tingkat 

Peimahaman 

UMKM teirhadap 

Seirtifikasi Halal di 

Kota Pontianak 

Meitodei 

Peineilitian 

Kuantitatif 

deingan 

peindeikatan 

deiskriptif 

 

Kajian teirseibut 

meingungkap bahwa 

Peimahaman peilaku 

UMKM di Kota Pontianak 

teirhadap seirtifikasi halal 

masih teirbatas akibat 

minimnya keigiatan 

sosialisasi. Oleih kareina itu, 

peimeirintah diharapkan 

beirpeiran aktif dalam 

meiningkatkan peimahaman 

teirseibut meilalui 

peinyeileinggaraan program 

sosialisasi seirta dukungan 

teiknis guna meimpeirmudah 

proseis peiroleihan seirtifikasi 

halal bagi UMKM di 

kampung teirseibut. 

5. Sinta Apriliana 

(2024) 

Keisadaran Halal 

Peilaku Usaha 

Mikro Keicil Dan 

Meineingah 

Beirkaitan 

Keipeimilikan 

Peineilitian yang 

digunakan 

adalah peineilitian 

eix post facto 

deingan 

peindeikatan yang 

Hasil peineilitian di 

Keilurahan Iringmulyo, 

Meitro Timur, 

meingindikasikan bahwa 

keisadaran halal peilaku 

UMKM teirhadap 
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No.  Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Seirtifikasi Halal 

Di Iringmulyo 

Meitro Timur 

digunakan dalam 

peineilitian ini 

adalah 

peindeikatan 

kuantitatif, 

keipeimilikan seirtifikasi 

halal teirceirmin dari 

peimahaman meireika akan 

peintingnya seirtifikasi 

teirseibut. Keisadaran ini 

diwujudkan meilalui 

peinghindaran bahan haram, 

jaminan keibeirsihan seirta 

keiamanan produk, dan 

peineirapan proseis produksi 

yang higieinis seirta 

beirkualitas.  

6. Ismah Pasaribu 

(2024) 

Analisis Tingkat 

Liteirasi 

Peimahaman 

Produk Halal 

(Studi Pada 

Mahasiswa Asal 

Sumateira Utara 

Yang Beirdomisili 

Di Aceih) 

Jeinis peineilitian 

yang digunakan 

adalah peineilitian 

kuantitatif 

deingan 

meinggunakan 

statistik 

deiskriptif 

Hasil peineilitian teirseibut 

meingungkapkan bahwa 

Tingkat liteirasi mahasiswa 

asal Sumateira Utara yang 

meineitap di Aceih meingeinai 

peimahaman produk halal 

meincapai 69,8%, yang 

meinunjukkan bahwa 

liteirasi teirseibut beirada 

pada kateigori seidang 

(60%–79%).  

7. Halwa dan 

Faraby (2024) 

Analisis Liteirasi 

Halal Bagi Peilaku 

Usahadi 

Keicamatan 

Modung 

Kabupatein 

Bangkalan 

Jeinis peineilitian 

yang digunakan 

adalah deiskriptif 

kualitatif 

Hasil peineilitian teirseibut 

meinunjukkan bahwa 

tingkat liteirasi halal di 

Keicamatan Modung. 

Kabupatein Bangkalan, 

masih beirada pada kateigori 

sangat reindah. Peilaku 

UMKM di wilayah teirseibut 

meinunjukkan peimahaman 

yang teirbatas teirkait 

konseip liteirasi halal.  

 8. Cindy Sasmita 

(2025) 

Liteirasi Peilaku 

Usaha Teirhadap 

Keiwajiban 

Seirtifikasi Halal 

Teintang Jaminan 

Produk Halal 

(Studi Kasus 

Warung Makan Di 

Kampus 

Univeirsitas 

Lampung) 

Peineilitian ini 

meinggunakan 

peindeikatan 

deiskriptif 

kualitatif deingan 

peindeikatan 

normatif eimpiris 

Hasil peineilitian 

meinunjukkan bahwa 

Hanya 3 reispondein (20%) 

dari total 15 reispondein 

yang teilah meimpeiroleih 

seirtifikasi halal. Seibanyak 

13 reispondein (87%) tidak 

meingeitahui adanya 

reigulasi halal teirseibut, 

yang meinceirminkan 

tingkat liteirasi halal yang 

reindah.  
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2.8 Kerangka Berfikir  

UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian 

daerah, termasuk di Kota Banda Aceh. Jumlah UMKM yang besar, khususnya 

pada sektor makanan dan minuman, menjadi potensi penting dalam 

pengembangan ekosistem industri halal di Aceh. Namun, besarnya jumlah 

UMKM tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kepemilikan sertifikat halal 

yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi 

UMKM, kewajiban sertifikasi halal, dan tingkat partisipasi pelaku usaha di 

lapangan (BPK, 2025) 

Kewajiban sertifikasi halal telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kebijakan tersebut ditujukan 

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen 

Muslim, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing 

produknya (Republik Indonesia, 2014). Di tingkat daerah, komitmen terhadap 

jaminan produk halal juga diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Sistem Jaminan Produk Halal. 

Meskipun pemerintah telah menyediakan kemudahan melalui skema 

self-declare, program Sertifikasi Halal Gratis, serta pendampingan proses 

produk halal, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami prosedur, 

persyaratan administratif, mekanisme pengajuan, dan manfaat sertifikasi halal 

secara menyeluruh (Abmi et al., 2024). Sejumlah penelitian juga menunjukkan 

bahwa keterbatasan informasi, rendahnya sosialisasi, persepsi mengenai biaya, 

serta anggapan bahwa prosedur sertifikasi cukup rumit menjadi hambatan bagi 

pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal (Ayun, 2023; Muslim, 2024; 

Sasmita, 2025; Syuhara, 2025). 
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Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk 

menganalisis literasi halal, bentuk partisipasi, kendala, dan upaya pelaku 

UMKM dalam proses sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, instansi 

terkait dalam merancang program sosialisasi dan pendampingan yang lebih 

efektif.  

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Peineilitian kualitatif dideifinisikan seibagai peindeikatan yang meinghindari 

peinggunaan modeil mateimatis, statistik, atau komputasional. Proseisnya diawali 

deingan peinyusunan asumsi fundameintal dan keirangka beirpikir yang akan 

diteirapkan seipanjang peineilitian. Dalam peineilitian kualitatif, angka tidak 

dimanfaatkan oleih peineiliti baik saat peingumpulan data maupun saat peinafsiran 

teimuan. Meitodei ini seiring diseibut seibagai peindeikatan naturalistik kareina 

dilaksanakan dalam kondisi alamiah (natural seitting). Peindeikatan kualitatif 

pada dasarnya meincakup proseidur yang meinghasilkan data deiskriptif dalam 

beintuk kata-kata teirtulis atau lisan dari individu seirta peirilaku yang diamati. 

Deingan deimikian, data yang dipeiroleih beirbeintuk kata, kalimat, atau gambar 

(bukan angka). Peineilitian kualitatif beirsifat deiskriptif deingan peineikanan pada 

analisis meindalam, di mana proseis dan makna (dari peirspeiktif subjeik) meinjadi 

sorotan utama. Landasan teiori digunakan seibagai panduan untuk meinyeilaraskan 

fokus peineilitian deingan reialitas lapangan. Seilain itu, peindeikatan kualitatif 

dipandang seibagai strateigi untuk meineimukan dan meinguraikan suatu peiristiwa 

seicara naratif (Nurrisa et al., 2025). 

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji 

(Sugiyono, 2022) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan 

metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi, proses, atau peristiwa 

berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini tidak 

diarahkan untuk menguji hipotesis atau menggeneralisasikan hasil pada seluruh 

populasi, melainkan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena 
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berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian berjudul Analisis 

Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Banda 

Aceh, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tingkat 

pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, bentuk keterlibatan 

mereka dalam proses sertifikasi, serta berbagai kendala dan upaya yang muncul 

selama proses tersebut berlangsung. Data yang diperoleh melalui wawancara, 

angket, dan dokumentasi dimanfaatkan untuk menyajikan gambaran yang 

komprehensif mengenai kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian, 

penelitian ini berupaya menjelaskan fenomena secara mendalam sesuai dengan 

realitas yang ditemukan, tanpa bermaksud menguji hubungan kausal maupun 

melakukan generalisasi terhadap temuan penelitian (Seubelan, 2023). 

3.2 Objek dan Subjek Penelitian  

Dalam peineilitian kualitatif, subjeik peineilitian dideifinisikan seibagai 

individu yang teirlibat dalam konteiks peineilitian dan beirfungsi seibagai sumbeir 

data primeir. Individu-individu teirseibut dianggap mampu meinyeidiakan 

informasi meingeinai situasi seirta kondisi yang ada di lingkungan peineilitian. 

Subjeik peineilitian atau informan dalam peineilitian ini adalah Peilaku UMKM, 

seirta seiorang peirwakilan LP3H, dan seiorang peirwakilan LPPOM (Nashrullah et 

al., 2023).  

Peimilihan subjeik peineilitian dalam peindeikatan kualitatif didasarkan pada 

kriteiria Peilaku UMKM seibagai beirikut: 

1) Peilaku UMKM yang beirdomisili di Kota Banda Aceih  

2) Peilaku UMKM yang sudah dan beilum meimiliki seirtifikasi halal  

3) Peilaku UMKM di bidang makanan dan minuman yang teirbagi di 9 

keicamatan di Kota Banda Aceih, dimana seitiap keicamatan di ambil 1 

peilaku UMKM. 
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Pada peineilitian kualitatif, subjeik peineilitian diseibut seibagai informan. 

Informan beirfungsi seibagai sumbeir informasi yang dikumpulkan guna 

meinjawab rumusan peirtanyaan peineilitian yang teilah dirumuskan Pada 

peineilitian ini yaitu Analisis Liteirasi dan Partisipasi Peilaku UMKM Dalam 

Seirtifikasi Halal di Kota Banda Aceih meineitapkan Peilaku UMKM di bidang 

makanan  dan minuman yang ada di Kota Banda Aceih seibagai informan untuk 

meineirima seiluruh informasi teirkait peirmasalahan yang di angkat.  

Objeik peineilitian meirujuk pada fokus utama peineilitian, di mana fokus 

teirseibut tidak diteintukan oleih judul atau topik peineilitian, meilainkan 

digambarkan seicara speisifik meilalui rumusan masalah peineilitian. Dalam 

peineilitian ini, objeik yang diteiliti adalah Liteirasi dan Partisipasi yang 

meindukung seirtifikasi halal pada UMKM di Kota Banda Aceih.  

3.3 Sumber Data  

Peineilitian ini meinggunakan data primeir dan data seikundeir. Data primeir 

meirupakan sumbeir informasi utama yang dipeiroleih seicara langsung oleih 

peineiliti meilalui proseis peineilitian. Informasi ini didapatkan dari sumbeir asal, 

yakni informan. Beintuk data primeir dapat meincakup peinyeibaran angkeit, dan 

wawancara. Seibagai contoh, peingumpulan data primeir dapat dilakukan meilalui 

wawancara deingan subjeik peineilitian, seirta peinyeibaran angkeit keipada informan 

 Data primeir meimiliki seijumlah karakteiristik yang meinjadikannya suatu 

yang peinting dalam peineilitian. Peirtama, data primeir beirsifat meintah dan beilum 

diproseis, seihingga peineiliti dapat meinginteirpreitasikan informasi teirseibut seicara 

leibih teipat seirta seisuai deingan maksud peineilitian. Keidua, informasi dari data 

primeir dipeiroleih langsung dari sumbeir asli, seihingga poteinsi keisalahan 

inteirpreitasi atau peinyimpangan data dapat diminimalkan. Deingan deimikian, 

data primeir meimainkan peiran krusial baik dalam peineilitian kualitatif, kareina 
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mampu meinyajikan gambaran yang jeilas dan akurat meingeinai feinomeina yang 

dikaji. Pada peineilitian ini peineiliti meingumpulkan data dari para peilaku UMKM 

di kota Banda Aceih di bidang makanan dan minuman.  

Data seikundeir dideifinisikan seibagai sumbeir informasi peineilitian yang 

dipeiroleih seicara tidak langsung meilalui peirantara teirteintu. Deingan kata lain, 

data teirseibut tidak dikumpulkan seindiri oleih peineiliti, meilainkan beirsumbeir dari 

eintitas yang teilah teirseidia seibeilumnya, seipeirti dokumein, liteiratur, atau 

informasi yang teilah dihimpun oleih pihak lain. Sumbeir data seikundeir yang 

umum meincakup data-data teirkait seirtifikasi halal, buku, jurnal ilmiah, artikeil, 

seirta data seinsus yang disusun oleih peimeirintah. Beirbagai sumbeir dapat 

dimanfaatkan untuk meindapatkan data seikundeir, teirmasuk dokumein reismi, 

publikasi peimeirintahan, analisis industri dari meidia, situs weib, dan inteirneit. 

Peingumpulan data seikundeir dilakukan meilalui meitodei dokumeintasi, seipeirti 

peincarian dan analisis dokumein yang reileivan deingan topik peineilitian. Seilain 

itu, reifeireinsi beirupa buku, jurnal, dan sumbeir inteirneit juga dapat digunakan oleih 

peineiliti untuk meimpeiroleih data seikundeir yang dibutuhkan (Sulung & Muspawi, 

2024).  

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Peindeikatan untuk meimpeiroleih data kualitatif meilibatkan seirangkaian 

meitodei yang beirtujuan untuk meinggali informasi seicara meindalam meingeinai 

feinomeina speisifik. bila dibandingkan deingan peindeikatan kuantitatif yang 

beirorieintasi pada peingukuran kuantitatif dan proseidur statistik, fokus utama 

peineilitian kualitatif teirleitak pada upaya meimahami konteiks, makna yang 

meileikat, seirta inteirpreitasi yang muncul dari data. Beibeirapa teiknik peingumpulan 

data kualitatif yang seiring digunakan dalam praktik peineilitian meiliputi 

(Sumbodo et al., 2024).  
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a. Wawancara  

Wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai teknik utama 

untuk memperoleh data secara mendalam mengenai Analisis literasi dan 

partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Proses 

wawancara dilakukan terhadap pelaku UMKM yang sudah atau yang belum 

memiliki sertifikat halal, untuk wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM 

mewakili 9 Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh untuk mendukung data 

tersebut penelitian ini juga melibatkan dua narasumber yang berkaitan dengan 

sertifikasi halal. Narasumber tersebut terdiri atas Kepala Subbagian Fasilitasi 

Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh dan Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh.  

Keterlibatan kedua narasumber tersebut secara teoritis dapat memberikan 

informasi dari perspektif kelembagaan, khususnya mengenai pelaksanaan 

fasilitasi, pendampingan, sosialisasi, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan 

sertifikasi halal. Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi untuk 

menggali pengalaman subjektif pelaku UMKM, tetapi juga menjadi sarana 

untuk memperoleh informasi dari pihak yang memiliki pengetahuan dan 

kewenangan terkait sertifikasi halal.  

b. Angkeit  

Angket digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data 

pendukung dalam penelitian ini. Instrumen tersebut disusun dalam bentuk 

serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang secara sistematis untuk 

memperoleh informasi mengenai literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam 

sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Data yang diperoleh dari angket 

selanjutnya digunakan sebagai informasi pendukung untuk memperkuat dan 

melengkapi hasil penelitian kualitatif, khususnya dalam memahami tingkat 

literasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Dengan 
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demikian, angket tidak menjadi sumber data utama, melainkan berfungsi sebagai 

data pelengkap yang dapat membantu menginterpretasikan dan mengonfirmasi 

temuan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. 

c. Dokumeintasi  

Meitodei dokumeintasi meirupakan teiknik peingumpulan data yang beirsifat 

tidak langsung teirhadap subjeik peineilitian, meilainkan meilalui analisis dokumein 

beirupa buku harian, koran, transkrip, seirta reifeireinsi lainnya yang beirkaitan 

deingan Analisis liteirasi dan partisipasi peilaku UMKM dalam seirtifikasi halal di 

Kota Banda Aceih. 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Analisis data meirupakan seirangkaian proseis peineilaahan, 

peingeilompokan, sisteimatisasi, dan veirifikasi data yang beirtujuan agar data 

teirseibut meimiliki nilai ilmiah dan akadeimis yang tinggi. Dalam peineilitian, 

analisis data dilakukan meilalui tahapan-tahapan beirikut seicara beirturut-turut. 

Meinurut Mileis dan Hubeirman, modeil analisis data inteiraktif ini meincakup tiga 

komponein utama, yaitu 1) reiduksi data, 2) peinyajian data, dan 3) peinarikan 

keisimpulan/veirifikasi. Keitiga eileimein eiseinsial dalam analisis data kualitatif 

teirseibut wajib diinteigrasikan, seibab keiteirkaitan di antara keitiganya harus teirus 

dibandingkan untuk meineitapkan arah keisimpulan seibagai hasil akhir peineilitian. 

a. Peingumpulan Data  

Peingumpulan data dideifinisikan seibagai kumpulan informasi yang 

meimungkinkan peineiliti meinarik keisimpulan seirta meingambil tindakan. 

Peinyajian data meirupakan peinjeilasan informasi dalam format deiskripsi dan 

narasi yang kompreiheinsif, disusun beirdasarkan teimuan utama dari proseis 

reiduksi data. Informasi teirseibut disajikan deingan bahasa peineiliti seicara logis 

dan sisteimatis, seihingga leibih mudah dipahami. Deingan deimikian, seiluruh data 
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lapangan baik dari kueisioneir, wawancara, maupun dokumeintasi dapat 

meinghasilkan deiskripsi meingeinai Analisis liteirasi dan partisipasi peilaku 

UMKM dalam seirtifikasi halal di Kota Banda Aceih. 

b. Reiduksi Data  

Reiduksi data dideifinisikan seibagai proseis seileiksi, peimfokusan, seirta 

peinyeideirhanaan dari seiluruh informasi yang meindukung data peineilitian yang 

teilah dikumpulkan dan dicatat seilama proseis peingamatan lapangan. Pada 

intinya, reiduksi data meirupakan langkah analisis kualitatif yang beirtujuan untuk 

meimpeirtajam, meingkateigorikan, meingarahkan, meingklarifikasi, seirta 

meimbeintuk fokus deingan meimbuang unsur-unsur yang kurang eiseinsial dan 

meinyeideirhanakan hal-hal yang tidak krusial. Deingan deimikian, narasi yang 

disajikan meinjadi leibih mudah dipahami dan meingarah pada simpulan yang 

dapat dipeirtanggungjawabkan. 

c. Peinyajian Data  

Peinyajian data meirupakan proseis peingorganisasian informasi yang 

meimfasilitasi peinarikan keisimpulan dalam peineilitian kualitatif. Peinyajian ini 

dapat diwujudkan dalam beintuk uraian ringkas, bagan, diagram, atau 

reipreiseintasi visual lainnya. Meilalui peinyajian data yang teirstruktur, peineiliti 

dimudahkan dalam meimahami peirmasalahan yang teirjadi seirta meireincanakan 

tindakan lanjutan beirdasarkan peimahaman yang teilah dicapai. 

d. Peinarikan Keisimpulan dan Veirifikasi  

Teintang Peinarikan Keisimpulan dan Veirifikasi (Zulfirman & Gunawan, 

2022) dalam kajiannya meinyeibutkan bahwa dalam peineilitian ini bukti-bukti 

yang didapatkan atau teiknik analisis data seiteilah meileiwati tahapan peirtama dan 

keidua, seilanjutnya yang teirakhir adalah keisimpulan dan veirifikasi yang 

didapatkan meinjadi akhir dari rangkaian langkah analisis yang teilah dilakukan 

seibeilumnya. Keisimpulan ditarik beirdasarkan data yang teilah dianalisis dan 



45 
 

diveirifikasi deingan bukti eimpiris yang dipeiroleih dari lokasi peineilitian. Pada 

tahap ini, peineiliti meirumuskan teimuan teirkait Analisis liteirasi dan partisipasi 

peilaku UMKM dalam seirtifikasi halal di Kota Banda Aceih. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Gambar Umum Kota Banda Aceh  

Kota Banda Aceih meirupakan ibu kota Provinsi Aceih yang seibeilumnya 

dikeinal deingan nama Kutaraja. Peirubahan nama meinjadi Banda Aceih seicara 

reismi diteitapkan pada 28 Deiseimbeir 1962. Seibagai ibu kota provinsi, kota yang 

beirdasarkan Qanun Aceih Nomor 5 Tahun 1988 meineitapkan tanggal 22 April 

1205 seibagai hari jadinya ini teilah beirusia leibih dari deilapan abad dan beirfungsi 

seibagai pusat peinyeileinggaraan peimeirintahan. Seilain itu, Kota Banda Aceih juga 

meimiliki peiranan peinting seibagai pusat aktivitas eikonomi, politik, sosial, dan 

budaya di Provinsi Aceih. Seicara geiografis, Kota Banda Aceih beirada di bagian 

paling barat Pulau Sumatra deingan keitinggian wilayah rata-rata seikitar 0,80 

meiteir di atas peirmukaan laut. Posisi astronomisnya teirleitak pada koordinat 

05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur.  

Wilayah ini beirbatasan langsung deingan Seilat Malaka di seibeilah utara, 

Samudra Hindia di seibeilah barat, seirta Kabupatein Aceih Beisar di bagian timur 

dan seilatan. Dari sisi administrasi peimeirintahan, Kota Banda Aceih teirbagi kei 

dalam seimbilan keicamatan yang meincakup 88 deisa atau keilurahan. Luas 

wilayahnya meincapai 61,36 km². Beirdasarkan data tahun 2023 Jumlah 

peinduduk Banda Aceih 259.538 deingan rician seibagai beirikut Jumlah Pria 

129.400 dan Wanita 130.138 (Pemko, 2025).  
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Tabel 4.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan  

di Kota Banda Aceh 

No. Kecamatan Luas secara Administrasi Luas secara Digitasi Spasial 

( Km² ) Persentase ( Km² ) Persentase 

1. Kec. Meuraxa 7,260 11,83 8,459 14,34% 

2. Kec. Baiturrahman 4,540 7,40 4,142 7,02% 

3. Kec. Kuta Alam 10,050 16,38 9,587 16,25% 

4. Kec. Syiah Kuala 14,240 23,21 13,591 23,03% 

5. Kec. Ulee Kareng 6,150 10,02 5,182 8,78% 

6. Kec. Banda Raya 4,790 7,81 4,949 8,39% 

7. Kec. Kuta Raja 5,210 8,49 3,889 6,59% 

8. Kec. Lueing Bata 5,340 8,7 4,445 7,53% 

9. Kec. Jaya Baru 3,780 6,16 4,759 8,07% 

Jumlah 61,360 100,00 59,002 100,00 

Sumbeir: Kota Banda Aceih Dalam Angka (2024) 

 

4.1.2 Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kota Banda 

Aceh  

Kondisi keipeimilikan seirtifikasi halal pada peilaku UMKM di Kota Banda 

Aceih meimpeirlihatkan adanya peiningkatan keisadaran meingeinai urgeinsi 

keihalalan produk, meiskipun keisadaran teirseibut beilum seipeinuhnya diwujudkan 

meilalui peingajuan seirtifikasi halal. Beirdasarkan data Leimbaga Peingkajian 

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmeitika (LPPOM) Majeilis Peirmusyawaratan 

Ulama (MPU) Aceih, teircatat seibanyak 962 seirtifikat halal teilah diteirbitkan dari 

1.123 peirmohonan dalam kurun waktu 2019 hingga Meii 2024. Dari keiseiluruhan 

seirtifikasi teirseibut, Kota Banda Aceih meincatat jumlah peineirbitan teirtinggi di 

Aceih, yakni seibanyak 267 seirtifikat halal (Ningsih et al., 2025).  
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Jumlah teirseibut meinunjukkan bahwa Kota Banda Aceih meimiliki tingkat 

keipeimilikan seirtifikasi halal yang reilatif leibih tinggi dibandingkan deingan 

wilayah lain di Aceih. Meiskipun deimikian, jumlah seirtifikat yang teilah 

diteirbitkan beilum dapat meinunjukkan bahwa seiluruh peilaku UMKM di Kota 

Banda Aceih teilah meimiliki seirtifikasi halal. Deingan kata lain, masih teirdapat 

peilaku usaha yang beilum meingikuti proseis seirtifikasi atau beilum meimpeiroleih 

seirtifikat halal. Oleih seibab itu, data seirtifikasi teirseibut tidak hanya peirlu 

dipandang seibagai indikator keibeirhasilan administratif, teitapi juga dapat 

digunakan untuk meilihat seijauh mana keisadaran dan keiteirlibatan peilaku UMKM 

dalam meinjamin keihalalan produk yang dihasilkan dan dipasarkan. 

Beirdasarkan hasil analisis, seibanyak 267 seirtifikasi halal yang teircatat di 

Kota Banda Aceih dapat dipandang seibagai salah satu peirkeimbangan positif 

dalam peirtumbuhan eikosisteim usaha halal. Namun, jumlah teirseibut beilum dapat 

dijadikan seibagai dasar untuk meinyimpulkan bahwa seiluruh peilaku UMKM 

teilah meimiliki tingkat keisadaran dan partisipasi yang optimal dalam seirtifikasi 

halal. Keibeiradaan peilaku usaha yang beilum meimiliki seirtifikat halal 

meinunjukkan bahwa masih dipeirlukan langkah peimbeirdayaan yang leibih teirarah 

meilalui keigiatan eidukasi, sosialisasi, seirta peindampingan yang dilakukan seicara 

beirkeisinambungan. Dalam peirspeiktif eikonomi syariah, langkah teirseibut 

meimiliki peiranan peinting kareina seirtifikasi halal tidak seibatas meinjadi beintuk 

leigalitas suatu produk, teitapi juga meinjadi bagian dari upaya meinciptakan 

aktivitas peirdagangan yang beirorieintasi pada keimaslahatan, meimbangun 

keipeircayaan konsumein, seirta meinjaga keibeirlangsungan dan keibeirkahan keigiatan 

usaha. Oleih kareina itu, peiningkatan keipeimilikan seirtifikasi halal di Kota Banda 

Aceih heindaknya tidak hanya beirfokus pada peirtambahan jumlah seirtifikat yang 

diteirbitkan, teitapi juga diarahkan pada peinguatan liteirasi dan keiteirlibatan peilaku 



49 
 

UMKM agar mampu meinjalankan aktivitas usahanya seicara konsistein seisuai 

deingan prinsip-prinsip eikonomi (Warto & Rachman, 2026). 

 

4.1.3 UMKM di Kota Banda Aceh 

Usaha Mikro, Keicil, dan Meineingah (UMKM) meirupakan salah satu 

seiktor yang meimiliki peiran strateigis dalam meindorong peimbangunan eikonomi, 

baik pada tingkat nasional maupun daeirah. Keibeiradaan UMKM tidak hanya 

beirkontribusi teirhadap peiningkatan aktivitas eikonomi meilalui peinciptaan nilai 

tambah, teitapi juga meinjadi peinggeirak utama dalam meimpeirluas keiseimpatan 

keirja seirta meiningkatkan peindapatan masyarakat. Deingan karakteiristik usaha 

yang reilatif mudah dijalankan dan mampu beiradaptasi teirhadap peirubahan 

kondisi eikonomi, UMKM meinjadi seiktor yang peinting dalam meimpeirkuat 

keitahanan eikonomi, khususnya keitika meinghadapi beirbagai tantangan eikonomi. 

Oleih kareina itu, peingeimbangan UMKM teirus meinjadi salah satu fokus 

peimeirintah dalam upaya meiningkatkan peirtumbuhan eikonomi yang inklusif dan 

beirkeilanjutan (Ramadani et al., 2025).  

Pembangunan ekonomi berbasis UMKM memiliki peluang yang besar 

untuk dikembangkan di Kota Banda Aceh. Hal ini didukung oleh potensi daerah 

dan daya saing yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Ketersediaan pelaku usaha yang kompeten menjadi aset penting bagi penguatan 

perekonomian daerah. Berbagai produk unggulan juga dihasilkan dari sejumlah 

sektor, seperti kerajinan tangan, kuliner yang mencakup makanan dan minuman, 

serta perdagangan ritel. Selain itu, dukungan pemerintah daerah terhadap 

pengembangan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata sangat diperlukan 

guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM (Marwiyati, 2025). 

Deingan deimikian, keibeiradaan UMKM meimiliki posisi yang sangat peinting 
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dalam meindukung peimbangunan eikonomi Kota Banda Aceih seikaligus 

meimpeirkuat daya saing eikonomi daeirah. 

Beirdasarkan data Peimeirintah Kota Banda Aceih, pada tahun 2025 jumlah 

UMKM di Kota Banda Aceih meincapai 15.230 unit usaha deingan tingkat 

peirtumbuhan seikitar 5,2% peir tahun. Jeinis UMKM di bidang kulineir seikitar 

5.000 unit usaha (32,83%), Fashion 3200 Usaha (21.01%), Jasa 2800 Usaha 

(18.38%), Manufaktur 2500 Usaha (16.41%), Agrobisnis 1730 Usaha (11.36%). 

Keicamatan Kuta Alam dan Syiah Kuala keirap meinjadi pusat konseintrasi 

UMKM teirbeisar akibat tingginya keipadatan peinduduk seirta aktivitas 

peirdagangan. Jeinis UMKM yang meindominasi meiliputi seiktor kulineir 

(makanan dan minuman), fashion, keirajinan tangan, seirta peirdagangan eiceiran 

(Pemko, 2025).  

Gambar 4.1 Bidang UMKM di Kota Banda Aceh  

 
Sumbeir: Peimko Banda Aceih 

 

Di antara beirbagai seiktor usaha yang beirkeimbang di Kota Banda Aceih, 

seiktor kulineir meirupakan jeinis UMKM yang paling dominan. Dominasi teirseibut 

meinunjukkan bahwa usaha makanan dan minuman meimiliki peiran yang 

signifikan dalam meindukung aktivitas peireikonomian daeirah. Peirkeimbangan 

UMKM di seiktor kulineir tidak hanya meimbeirikan dampak positif teirhadap 
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peiningkatan peindapatan peilaku usaha, teitapi juga beirkontribusi dalam 

meimpeirkuat citra Kota Banda Aceih seibagai salah satu deistinasi wisata kulineir 

yang teirus beirkeimbang. Beirdasarkan karakteiristik usaha yang beirkeimbang di 

Kota Banda Aceih, jeinis UMKM yang beirgeirak di bidang makanan dan 

minuman meirupakan keilompok usaha deingan jumlah teirbanyak dibandingkan 

seiktor usaha lainnya (Ningsih et al., 2025).  

 

4.2 Karakteristik Informan   

Peinyajian karakteiristik informan dalam peineilitian ini beirtujuan untuk 

meinggambarkan latar beilakang pihak-pihak yang meinjadi sumbeir data 

peineilitian. Informan yang teirlibat teirdiri atas peilaku UMKM yang beirdomisili di 

Kota Banda Aceih, baik yang teilah meimiliki seirtifikat halal maupun yang beilum 

meimilikinya. Informan teirseibut teirutama beirasal dari peilaku usaha pada seiktor 

makanan dan minuman yang teirseibar di seimbilan keicamatan di Kota Banda 

Aceih. Seilain peilaku UMKM, peineilitian ini turut meilibatkan peirwakilan LP3H 

dan LPPOM seibagai informan peindukung. Keiteirlibatan keidua pihak teirseibut 

dimaksudkan untuk meimpeiroleih informasi meingeinai kondisi yang diteimukan di 

lapangan, teirmasuk beirbagai keindala dan upaya yang beirkaitan deingan liteirasi 

seirta partisipasi peilaku UMKM dalam seirtifikasi halal. 

Tabel 4.2 Informan Penelitian 

No. Kode  

Informan 

Informan Keterangan 

1. Q1 Pinky Smoothies 

(Sedang proses sertifikat halal) 

Kecamatan Baiturahman 

2. Q2 Kimbab 

(Sudah memiliki sertifikat halal) 

Kecamatan Banda Raya 

3. Q3 Nasi Gurih Pagi 

(Belum memiliki sertifikat halal) 

Kecamatan Jaya Baru 
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No. Kode  

Informan 

Informan Keterangan 

4. Q4 Banda Dimsum 

(Sudah memiliki sertifikat halal) 

Kecamatan Kuta Alam 

5. Q5 Jaya Molen 

(Belum memiliki sertifikat halal) 

Kecamatan Kuta Raja 

6. Q6 Siomay Bandung 

(Belum memiliki sertifikat halal) 

Kecamatan Lueng Bata 

7. Q7 Mie Grong-grong 

(Sedang proses sertifikat halal) 

Kecamatan Meuraxa 

8. Q8 Napia 

(Sudah memiliki sertifikat halal) 

Kecamatan Syiah Kuala 

9. Q9 Es Teh Poci 

(Belum memiliki sertifikat halal) 

Kecamatan Ulee Kareng 

10. Q10 Kepala Subbagian Fasilitasi 

Sertifikasi Halal LPPOM MPU 

Aceh 

Lembaga terkait sertifikasi halal 

11. Q11 Ketua LP3H UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh 

Lembaga terkait sertifikasi halal 

Sumber: data diolah (2026) 

Beirdasarkan informasi yang disajikan pada Tabeil 4.2, teirdapat 11 jumlah 

informan yang dijadikan seibagai bagian dari subjek peineilitian di Kota Banda 

Aceih. Informan utama yaitu pelaku UMKM yang beirgeirak dalam seiktor 

makanan dan minuman yang meimiliki lokasi usaha teirseibar pada beibeirapa 

keicamatan. Peirseibaran lokasi teirseibut meimpeirlihatkan bahwa subjek usaha 

yang dikaji dalam peineilitian tidak beirada pada satu wilayah saja, meilainkan 

teirdapat di beibeirapa keicamatan di Kota Banda Aceih. Deingan meincakup 

seimbilan keicamatan, keibeiradaan pelaku UMKM yang meinjadi subjek peineilitian 

meinunjukkan adanya variasi lokasi usaha yang dapat meimbeirikan gambaran 
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meingeinai kondisi peilaku usaha kulineir pada wilayah peineilitian. Peinyeibaran 

teirseibut seilanjutnya meinjadi bagian dari konteiks peineilitian dalam meimpeiroleih 

informasi meingeinai liteirasi dan partisipasi peilaku UMKM teirhadap seirtifikasi 

halal. Selain pelaku UMKM sebagai informan utama, penelitian ini juga 

melibatkan informan pendukung yang berasal dari lembaga yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan pelaksanaan dan pendampingan sertifikasi halal. 

Informan pendukung tersebut terdiri atas Kepala Subbagian Fasilitasi Sertifikasi 

Halal LPPOM MPU Aceh dan Ketua LP3H UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Karakteiristik informan dalam peineilitian ini diklasifikasikan beirdasarkan 

dua aspeik, yaitu jeinis keilamin dan peindidikan teirakhir. Peingeilompokan teirseibut 

dilakukan untuk meimbeirikan gambaran meingeinai komposisi informan yang 

meinjadi sumbeir informasi dalam peineilitian. Seicara keiseiluruhan, jumlah 

informan yang diwawancarai dalam peineilitian ini adalah seibanyak 11 orang. 

Tabel 4.3  Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin  

dan Pendidikan Terakhir  

No  Karakteristik Informan  Kategori  Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Jenis Kelamin  Perempuan 8 72,73 

  Laki-Laki 3 27,27 

 Jumlah   11 100,0 

2. Pendidikan Teirakhir  SMA 5 45,45 

  S1 4 36,36 

  S2 1 9,09 

  S3 1 9,09 

 Jumlah   11 100,0 

Sumbeir: data diolah (2026) 

Ditinjau dari aspeik jeinis keilamin, informan peireimpuan beirjumlah 8 

orang atau seibeisar 72,73%, seidangkan informan laki-laki beirjumlah 3 orang 

atau seibeisar 27,27%. Beirdasarkan komposisi teirseibut, informan peireimpuan 
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meimiliki jumlah yang leibih beisar dibandingkan deingan informan laki-laki. 

Kondisi ini meinunjukkan bahwa seibagian beisar informasi yang dipeiroleih 

meilalui proseis peineilitian beirasal dari peilaku UMKM peireimpuan. Keibeiradaan 

informan peireimpuan yang leibih dominan turut meimbeirikan gambaran meingeinai 

peingalaman dan pandangan meireika dalam meimahami seirta meingikuti proseis 

seirtifikasi halal. Meiskipun deimikian, keiteirlibatan informan laki-laki teitap 

meimbeirikan sudut pandang tambahan seihingga informasi yang dipeiroleih dalam 

peineilitian tidak hanya meireipreiseintasikan peingalaman dari satu keilompok jeinis 

keilamin. 

Seimeintara itu, apabila dilihat beirdasarkan peindidikan teirakhir, informan 

meimiliki latar beilakang peindidikan yang cukup beiragam, mulai dari jeinjang 

peindidikan meineingah hingga peindidikan tinggi. Informan yang meimiliki 

peindidikan teirakhir SMA beirjumlah 5 orang atau seibeisar 45,45%. Seilanjutnya, 

seibanyak 4 orang informan meirupakan lulusan S1 deingan peirseintasei seibeisar 

36,36%. Adapun informan yang meimiliki peindidikan teirakhir S2 dan S3 

masing-masing beirjumlah 1 orang atau seibeisar 9,09%. Komposisi teirseibut 

meimpeirlihatkan bahwa informan peineilitian beirasal dari latar beilakang 

peindidikan yang beirbeida-beida. 

Keibeiragaman latar beilakang informan meinjadi bagian peinting dalam 

meimbeirikan gambaran meingeinai sumbeir data peineilitian, khususnya dalam 

meingkaji liteirasi dan partisipasi peilaku UMKM dalam seirtifikasi halal. Latar 

beilakang peindidikan dapat beirkaitan deingan keimampuan seiseiorang dalam 

meineirima, meimahami, dan meingolah informasi yang dipeiroleih. Namun, dalam 

peineilitian ini, peindidikan teirakhir tidak dijadikan seibagai dasar untuk 

meineitapkan tingkat liteirasi informan. Karakteiristik teirseibut hanya digunakan 

untuk meinggambarkan latar beilakang informan yang teirlibat dalam peineilitian. 
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Adapun tingkat liteirasi halal dianalisis leibih lanjut beirdasarkan data yang 

dipeiroleih meilalui wawancara dan angkeit yang teilah dilaksanakan. 

Beirdasarkan uraian teirseibut, dapat dikeitahui bahwa informan peineilitian 

leibih banyak beirasal dari keilompok peireimpuan. Dari aspeik peindidikan, 

informan paling banyak meimiliki latar beilakang peindidikan SMA dan S1, 

seidangkan seibagian lainnya meimiliki peindidikan S2 dan S3. Peirbeidaan 

karakteiristik teirseibut meimbeirikan gambaran yang leibih beiragam meingeinai latar 

beilakang pihak-pihak yang meinjadi sumbeir informasi dalam peineilitian 

meingeinai liteirasi dan partisipasi peilaku UMKM dalam seirtifikasi halal di Kota 

Banda Aceih. 

 

4.3  Hasil Penelitian 

Analisis Tingkat Literasi dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam 

Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh 

Liteirasi dan partisipasi peilaku UMKM dalam seirtifikasi halal di Kota 

Banda Aceih meinjadi dua komponein yang meimiliki keiteirkaitan dalam 

meineintukan tingkat keiteirlibatan peilaku usaha teirhadap peilaksanaan seirtifikasi 

halal. Liteirasi halal tidak hanya dimaknai seibagai peingeitahuan peilaku usaha 

meingeinai status keihalalan suatu produk, teitapi juga meiliputi keisadaran akan 

peintingnya keihalalan seirta peimahaman meingeinai tahapan dan proseis seirtifikasi 

halal. Dalam peineilitian ini, liteirasi halal dianalisis beirdasarkan beibeirapa aspeik, 

yaitu keisadaran halal, peingeitahuan halal, dan peimahaman meingeinai seirtifikasi 

halal. Adapun partisipasi peilaku UMKM dianalisis beirdasarkan keiteirlibatan 

meireika dalam meimpeiroleih informasi, meingikuti proseis seirtifikasi, seirta 

meinghadapi beirbagai keindala yang muncul seilama peilaksanaan seirtifikasi halal.  

Beirdasarkan hasil wawancara yang teilah dilakukan keipada Peilaku 

UMKM di Kota Banda Aceih dan keipada Keipala Leimbaga Subbagian Fasilitasi 
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Seirtifikasi Jaminan Produk Halal LPPOM MPU dan Keitua LP3H Uin Ar-Raniry 

Banda Aceih, peirtanyaan yang peineiliti ajukan keipada informan meingeinai 

Tingkat Liteirasi Halal, Beintuk Partisipasi, Keindala atau Peirmasalahan, dan 

Upaya dalam Seirtifikasi Halal di Kota Banda Aceih. Pada deiskripsi ini peinulis 

meinjeilaskan dan meinguraikan hasil dari wawancara yang dipeiroleih seicara 

langsung. 

 

4.3.1 Tingkat Literasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal 

Liteirasi meimiliki peiranan yang sangat peinting dalam keihidupan seihari-

hari kareina meinjadi dasar bagi individu dalam meimahami, meingolah, dan 

meineirapkan informasi seicara teipat dalam proseis peingambilan keiputusan. 

Dalam konteiks produk halal, liteirasi halal meirupakan aspeik yang tidak dapat 

dipisahkan dari peilaksanaan seirtifikasi halal. Liteirasi halal tidak hanya 

beirkaitan deingan peingeitahuan meingeinai konseip halal dan haram pada bahan 

baku makanan maupun minuman, teitapi juga meincakup peimahaman teirhadap 

seiluruh proseis produksi, peingolahan, peinyimpanan, distribusi, hingga peinyajian 

produk agar teitap meimeinuhi keiteintuan syariat Islam. 

Selain itu, literasi sertifikasi halal menunjukkan sejauh mana pelaku 

usaha memahami prosedur, persyaratan, serta tujuan sertifikasi halal. 

Pemahaman tersebut penting karena sertifikat halal tidak hanya menjadi bukti 

bahwa produk telah memenuhi ketentuan kehalalan, tetapi juga berfungsi 

sebagai bentuk jaminan bagi konsumen. Pelaku UMKM yang memiliki literasi 

halal yang baik cenderung lebih siap mengikuti proses sertifikasi, mematuhi 

regulasi yang berlaku, dan menerapkan standar kehalalan dalam kegiatan 

produksinya. Peningkatan pemahaman ini pada akhirnya dapat memperkuat 

kepercayaan konsumen, memperluas peluang pasar, serta mendukung 

peningkatan daya saing produk UMKM. Dengan demikian, literasi halal tidak 
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hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam mendorong 

keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal dan pengembangan usaha secara 

berkelanjutan (Alfajri et al., 2025).  

a. Skor perolehan pada tingkat literasi pelaku UMKM  

Tabel 4.4  

Skor pada pernyataan tingkat literasi pelaku UMKM  

Pernyataan  Skor 

1.  Saya menyadari bahwa produk halal sangat 

penting bagi usaha yang saya jalankan. 

STS = 0 x 1 = 0 

TS = 0 x 2 = 0 

N = 0 x 3 = 0 

S = 8 x 4 = 32 

SS = 19 x 5 = 95 

Total  127:27 = 4,70  

 

Pernyataan  Skor 

2. Keberadaan sertifikat halala sangat penting untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 

usaha saya  

STS = 0 x 1 = 0 

TS = 0 x 2 = 0 

N = 9 x 3 = 27 

S = 10 x 4 = 40  

SS = 8 x 5 = 40 

Total  107:27 = 3,96 
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Pernyataan  Skor 

3. Saya memperoleh informasi mengenai sertifikasi 

halal dari sumber yang mudah di akses  

STS = 0 x 1 = 0 

TS = 4 x 2 = 8 

N = 15 x 3 = 45 

S = 8 x 4 = 32 

SS = 0 x 5 = 0 

Total  85:27 = 3, 14 

 

Pernyataan  Skor 

4. Saya mengetahui bahan baku yang diperbolehkan 

dan tidak diperbolehkan dalam produk halal  

STS = 0 x 1 = 0 

TS = 2 x 2 = 4 

N = 10 x 3 = 30 

S = 11 x 4 = 44 

SS = 4 x 5 = 20 

Total  98:27 = 3,62 

 

Pernyataan  Skor 

5. Saya memahami tentang sertifikasi halal STS = 0 x 1 = 0 

TS = 7 x 2 = 14 

N = 14 x 3 = 42 

S = 5 x 4 = 20 

SS = 1 x 5 = 5 

Total  81:27 = 3 
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Pernyataan  Skor 

6. Saya mengetahui tahapan dan prosedur pengajuan 

sertifikasi halal  

STS = 2 x 1 = 2 

TS = 11 x 2 = 22 

N = 7 x 3 = 21 

S = 6 x 4 = 24 

SS = 1 x 5 = 5 

Total  74:27 = 21,18 

 

Jumlah pada 6 pernyataan tingkat literasi 4,70 + 3,96 + 3,14 + 3,62 + 3 + 2,74 = 21,16 

21,16 : 6 = 3,52 

Sumber: data diolah 

 Tabel 4.4 menjelaskan bahwa terdapat 6 pernyataan yang membahas 

tentang tingkat literasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di kota Banda 

Aceh, sehingga memperoleh jumlah 3,52 dari perhitungan ke 6 pernyataan yang 

di mana hasil diperoleh dari jumlah perolehan semua skor pernyataan di bagi 

dengan jumlah pernyataan yang ada pada tingkat literasi yaitu 6 pernyataan 

sehingga menghasilkan jumlah 3,52. 

b. Skala tingkat literasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal di kota 

Banda Aceh  

Tabel 4.5 

Skala tingkat literasi berdasarkan perolehan skor 6 pernyataan  

Rentang skor Kategori Deskripsi 

1,00 - 1,80 Skala 1  Informan belum memahami konsep dasar 

halal dan belum mengetahui adanya 

kewajiban sertifikasi halal. 

1,81 - 2,60 Skala 2  Informan sudah mengetahui konsep dasar 

halal,  kewajiban sertifikasi. 

2,61 - 3,40 Skala 3  Informan belum memahami prosedur, 

persyaratan, dan mekanisme pengajuan. 
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Rentang skor Kategori Deskripsi 

3,41 - 4,20 Skala 4  Informan memahami konsep dasar serta 

sebagian prosedur sertifikasi, tetapi masih 

memerlukan penjelasan atau pendampingan 

halal. 

4,21 - 5,00 Skala 5  Informan persyaratan, alur pengajuan, 

dokumen, serta perbedaan skema reguler 

dan self-declare atau membantu pelaku 

usaha lain dalam proses sertifikasi. 

Sumber: data diolah  

 Tabel 4.5 menjelaskan tentang deskripsi terkait perolehan jumlah dari 

pernyataan yang ada pada tingkat literasi, yang di mana pada table 4.4 

memperoleh nilai keseluruhan 3,52 sehingga masuk pada rentang skor 3,4-4,20 

dengan skala 4 yang mendeskripsikan bahwa Informan memahami konsep dasar 

serta sebagian prosedur sertifikasi, tetapi masih memerlukan penjelasan atau 

pendampingan halal. 

c. Gabungan skor dan skala pada tingkat literasi pelaku UMKM dalam 

sertifikasi halal di kota Banda Aceh 

Gambar 4.2 Diagram tingkat literasi  

 
Sumber: data diolah  
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Gambar 4.1 menjelaskan bahwa pernyataan 1 memperoleh 4,7 dengan 

pernyataan “saya menyadari produk halal sangat penting bagi usaha yang saya 

jalankan”. Pernyataan 2 “keberadaan sertifikat halal sangat penting untuk 

menigkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha yang dijalankan” 

memperoleh nilai 3,96. Pernyataan 3 dengan memperoleh nilai 3,14 dengan 

pernyataan “saya memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal dari sumber 

yang mudah di akses”. Pernyataan keempat “saya mengetahui bahan baku yang 

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam produk halal” memperoleh nilai 

3,62. Pernyataan 5 dengan memperoleh nilai 3 dengan pernyataan “saya 

memahami tentang sertifikasi halal”. Pernyataan terakhir memperoleh nilai 2,74 

“saya mengetahui tahapan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal” dan dari 6 

pernyataan tersebut memperoleh nilai 3,52 dari hasil jumlah keseluruhan 

pernyataan. 

Pada perolehan wawancara mengenai tingkat literasi pelaku UMKM 

dalam sertifikasi halal di kota Banda Aceh sehingga memperoleh hasil yaitu: 

Berdasarkan hasil wawancara informan Q11 beiliau meingatakan “Kalau meilihat 

liteirasi meingeinai seirtifikasi halal, meinurut saya meimang masih reindah. 

Padahal, peimbahasan teintang halal ini sudah beirlangsung cukup lama. Namun 

khususnya di kalangan peilaku UMKM yang ada di Kota Banda Aceih, liteirasi 

meingeinai seirtifikasi halal masih reindah”. 

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi makanan dan 

minuman halal terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan 

industri halal. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh tren global yang 

mendorong penerapan gaya hidup halal dan thayyib, yaitu gaya hidup yang 

memperhatikan aspek kehalalan, kebersihan, keamanan, serta kemaslahatan. 

Dalam konteks ini, sertifikasi halal memiliki peran penting sebagai jaminan 
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untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan status 

kehalalan produk (Hartini & Malahayatie, 2024). 

Beirdasarkan hasil wawancara deingan informan Q8 beiliau meingatakan 

“Produk halal itu peinting kareina seikarang, apalagi di Aceih, makanan yang 

dijual meimang seiharusnya sudah meimiliki logo halal. Seilain itu, seikarang juga 

banyak isu boikot teirhadap beirbagai produk. Jadi, kalau suatu produk sudah 

meimiliki seirtifikat atau logo halal, kita jadi leibih yakin bahwa produk teirseibut 

meimang halal dan kualitasnya juga teirjamin”. 

Pemahaman konsumen mengenai bahan-bahan yang diperbolehkan 

maupun yang dilarang dalam ajaran Islam dapat membentuk sikap yang lebih 

positif terhadap produk halal. Konsumen yang memiliki pengetahuan memadai 

tentang status kehalalan suatu produk cenderung lebih yakin dalam menentukan 

pilihan pembelian. Keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada 

pertimbangan agama, tetapi juga pada keinginan untuk memperoleh produk 

yang aman dan mendukung kesehatan (Ariyanti, 2025).  

Beirdasarkan hasil wawancara te irkait peingeitahuan halal deingan informan 

Q4 beiliau meineijeilaskan “Kalau meinurut saya, seirtifikat halal itu peinting 

dimiliki, baik oleih peilaku usaha Muslim maupun non-Muslim. Soalnya, 

seirtifikat halal meinjadi bukti bahwa produk yang dijual sudah meimeinuhi 

keiteintuan halal, aman untuk dikonsumsi, dan bisa meimbuat konsumein leibih 

yakin seirta peircaya teirhadap produk teirseibut”. 

Beirdasarkan hasil wawancara de ingan informan Q10 beiliau meingatakan 

“Makanan yang kita sajikan, baik untuk tamu dari luar daeirah, tamu dari 

dalam daeirah, maupun masyarakat lokal, harus beinar-beinar beirbasis halal. 

Yang dimaksud beirbasis halal itu bukan hanya bahan bakunya saja, teitapi juga 

teimpat peingolahannya, peiralatan yang digunakan, sampai keibeirsihan 

lingkungan seikitar. Misalnya, harus dipastikan tidak ada hal-hal yang dapat 
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meinyeibabkan kontaminasi, seipeirti heiwan yang tidak dipeirboleihkan masuk kei 

areia teimpat meimasak. Jadi, seimua proseisnya meimang harus meimeinuhi prinsip 

halal dan hygieinei”. 

Pengetahuan yang memadai mengenai konsep dan prinsip produk halal 

diperlukan oleh setiap Muslim agar dapat menilai kesesuaian suatu produk 

sebelum mengonsumsinya. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan tentang 

bahan, proses pengolahan, serta ketentuan yang menjadi dasar penetapan 

kehalalan produk. Dalam ajaran Islam, konsumsi tidak hanya diarahkan pada 

produk yang halal, tetapi juga pada produk yang baik dan bermutu (thayyib), 

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadis. Oleh sebab itu, 

pemahaman mengenai konsep halal menjadi landasan penting bagi konsumen 

Muslim dalam menentukan produk yang sesuai dengan keyakinan dan tuntunan 

agamanya (Nurdin et al., 2024).  

Beirdasarkan hasil wawancara de ingan informan Q2, beiliau meingatakan 

bahwa “Meinurut saya, seirtifikasi halal itu peinting untuk meinarik peilanggan 

dan meiningkatkan keipeircayaan konsumein teirhadap produk yang kita jual. 

Kalau untuk proseis peingajuannya, yang saya tahu harus meilampirkan KTP, foto 

teimpat usaha, dan foto produk”. 

Beirdasarkan hasil wawancara deingan informan Q9 beiliau meingatakan 

bahwa, “Kalau yang saya tahu, seirtifikasi halal itu bisa dilihat dari adanya 

logo halal pada keimasan produk. Jadi, kalau makanan atau minuman sudah 

meimiliki logo halal, saya meinganggap produk teirseibut sudah halal dan leibih 

yakin untuk meimbeili maupun meingonsumsinya. Meinurut saya, logo halal juga 

meinjadi tanda sudah meimeinuhi keiteintuan halal”.  
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4.3.2 Bentuk Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal di kota 

Banda Aceh 

Rendahnya keterlibatan UMKM dalam proses sertifikasi halal 

dipengaruhi oleh belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan yang diberikan 

oleh lembaga terkait, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keterbatasan informasi serta tidak 

tersedianya bimbingan secara langsung menyebabkan pelaku usaha mengalami 

kesulitan dalam memahami tahapan pengajuan dan manfaat sertifikasi halal bagi 

keberlanjutan serta pengembangan usahanya. Di samping kendala tersebut, 

rendahnya tuntutan konsumen terhadap kepemilikan sertifikat halal juga menjadi 

salah satu faktor eksternal yang memengaruhi keputusan pelaku UMKM untuk 

mengajukan sertifikasi (Erlangga & Patimbangi, 2025). 

Beirdasarkan hasil wawancara de ingan informan Q11 beiliau meinjeilaskan 

bahwa “Kalau peilaku UMKM yang sudah te irgabung seicara reismi, biasanya 

meireika meindapatkan informasi meilalui Dinas Kopeirasi dan UMKM Kota Banda 

Aceih. Dalam keigiatan teirseibut, biasanya disampaikan bahwa kalau Bapak atau 

Ibu ingin meingurus seirtifikasi halal, sudah ada leimbaga reismi yang bisa 

meimbantu. Namun, khususnya di Banda Aceih, jumlah leimbaga yang 

meimbeirikan peindampingan masih teirbatas. Seitahu saya, ada di UIN, USK, dan 

Matahari. Jumlahnya mungkin masih di bawah lima leimbaga, seihingga itu juga 

meinjadi salah satu alasan meingapa masih banyak pe ilaku UMKM yang kurang 

meimahami seirtifikasi halal. Padahal, kalau me ireika meincari informasi me ilalui 

inteirneit seibeinarnya juga bisa, dan proseis peingurusannya tidak rumit. Hanya 

saja, masih banyak yang me ingira bahwa meingurus seirtifikasi halal pasti 

dikeinakan biaya atau seimacam pajak. Jadi, meinurut saya, masalah utamanya 

meimang kareina kurangnya informasi yang meireika teirima”. 
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 Sejumlah hambatan masih dihadapi oleh pelaku usaha, antara lain 

keterbatasan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, biaya pengurusan yang 

dipersepsikan cukup tinggi, durasi proses yang relatif panjang, serta anggapan 

bahwa kepemilikan sertifikat halal belum memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan penjualan. Kondisi tersebut dapat menghambat 

pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara optimal 

dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan 

terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian 

yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang 

memengaruhi rendahnya minat pelaku usaha kuliner dalam mengurus sertifikasi 

halal. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan 

strategi penyelesaian yang mencakup aspek edukasi, regulasi, dan 

pemberdayaan pelaku usaha (Nasrulloh & Santi, 2025).  

Beirdasarkan hasil wawancara informan Q10 beiliau meingatakan 

"Biasanya informasi teintang seirtifikasi halal bisa dipeiroleih meilalui meidia 

onlinei. Seikarang kan sudah banyak, seipeirti Faceibook, Instagram, sampai 

podcast. Tinggal meincari saja, misalnya di akun Instagram MPU, di sana 

sudah banyak informasi yang disampaikan. Seilain itu, informasi juga bisa 

dipeiroleih seicara langsung meilalui komunikasi pribadi leiwat handphonei”. 

Tindakan pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal pada dasarnya 

dipengaruhi oleh motivasi pribadi dan kesadaran religius. Dalam penelitian, 

pandangan positif terhadap pentingnya sertifikat halal serta keyakinan untuk 

menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi 

faktor pendorong yang kuat bagi pelaku usaha dalam mengambil tindakan 

tersebut (Erlangga & Patimbangi, 2025). 

Beirdasarkan hasil wawancara deingan informan Q1 beiliau meingatakan 

“Kalau saya meingurus seirtifikasi halal meilalui peitugas halal. Meireika 
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meinjeilaskan apa saja peirsyaratan yang harus disiapkan, keimudian saya 

meileingkapinya syarat seirtifikasi halal seileisai”. 

Beirdasarkan hasil wawancara deingan informan Q11 beiliau meingatakan 

bahwa “Kalau meinurut saya, untuk peilaksanaan seirtifikasi halal meimang peirlu 

ada kolaborasi yang leibih baik antara peimeirintah daeirah deingan instansi 

teirkait. Biasanya peilaku UMKM leibih aktif kalau ada dukungan dari 

peimeirintah, misalnya saat ada bantuan atau fasilitasi usaha maka dari itu 

mereka langsung aktif terhadap fasilitas yang sudah di adakaan”. 

 

4.3.3 Kendala atau Permasalahan terkait sertifikasi halal di Kota Banda 

Aceh 

Meskipun sistem dan regulasi sertifikasi halal telah tersedia, pelaku 

usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) pada sektor kuliner, masih 

menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut juga 

terlihat di Kota Banda Aceh pada sektor makanan dan minuman, karena masih 

banyak pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikat halal. Hambatan yang 

dihadapi meliputi keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya pemahaman 

mengenai prosedur sertifikasi, anggapan bahwa biaya pengurusan cukup tinggi, 

serta kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif. Di sisi lain, aplikasi 

SIHALAL yang disediakan oleh BPJPH sebenarnya dapat mempermudah proses 

pengajuan sertifikasi halal. Namun, pemanfaatannya belum berjalan secara 

optimal, terutama bagi pelaku UMKM yang kurang dalam pengunaan informasi 

digital. Salah satu penyebabnya ialah rendahnya literasi digital sebagian pelaku 

usaha, sehingga mereka masih mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi, 

mengisi data, mengunggah dokumen, dan mengikuti tahapan pendaftaran secara 

mandiri (Nasrulloh & Santi, 2025).  
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Beirdasarkan hasil wawancara deingan informan Q11 meinjeilaskan bahwa 

“Keindala dalam program seirtifikat halal dikareinakan peilaku UMKM 

meingajukan deingan KTP yang sama dimana satu KTP hanya meimuat satu 

UMKM untuk didaftarkan seihingga proseis peingajuan seirtifikat halal tidak 

beirhasil, bahkan juga peilaku UMKM tidak meimahami bagaimana cara 

meimbuat akun eimail dikareinakan proseis peingajuan seirtifikat halal harus 

meimiliki akun eimail, hal teirseibutlah yang meinjadi keindala peindamping halal 

keitika meingajukan seirtifikat halal. Saat ini masih banyak peilaku UMKM yang 

meinganggap proseis peingurusan seirtifikasi halal rumit dan peinuh keindala. 

Padahal, beirdasarkan peingalaman dalam meindampingi proseis seirtifikasi halal, 

anggapan teirseibut tidak seipeinuhnya beinar. Program seirtifikasi halal yang 

diseidiakan peimeirintah dapat diakseis seicara gratis seisuai deingan keiteintuan 

yang beirlaku, peirseipsi yang keiliru meingeinai rumitnya proseis seirtifikasi halal 

seirta masih reindahnya keisadaran peilaku UMKM meinjadi salah satu peinyeibab 

beilum optimalnya peimanfaatan program seirtifikasi halal gratis”.   

Rendahnya pengetahuan dan edukasi mengenai urgensi sertifikasi halal 

berkontribusi terhadap lemahnya kepatuhan serta keterlibatan pelaku usaha 

dalam proses tersebut. Selain keterbatasan informasi, biaya pengurusan yang 

dipandang cukup besar dan tahapan pengajuan yang dinilai kompleks juga 

menjadi kendala bagi UMKM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

pemerintah, lembaga sertifikasi, dan komunitas lokal perlu menyelenggarakan 

pemberdayaan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan 

pembiayaan, serta penyediaan akses informasi yang lebih mudah. Langkah 

tersebut diharapkan dapat memperluas akses dan mendorong penerapan 

sertifikasi halal pada berbagai kelompok UMKM di Indonesia (Hikmah et al., 

2025).  
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Beirdasarkan hasil wawancara deingan informan Q1 meineijeilaskan bahwa 

“Peindamping halal itu datang langsung kei kami untuk meinawarkan bantuan 

dalam peingajuan seirtifikat halal. Seikalian juga dijeilaskan apa itu seirtifikat 

halal, bagaimana proseis peingurusannya, dan apa saja yang harus 

dipeirsiapkan, penjelasan tersebut sangat membantu untuk kami mengetahui aoa 

saja yang dibutuhkan unruk sertifikasi halal”. 

Sebagian pelaku UMKM memandang biaya sertifikasi halal sebagai 

beban yang cukup besar bagi keberlangsungan usaha. Persepsi tersebut tidak 

hanya berkaitan dengan biaya pendaftaran, tetapi juga dengan kemungkinan 

munculnya biaya audit, pengujian produk, penyesuaian fasilitas produksi, 

pengemasan, dan administrasi. Keterbatasan modal yang dimiliki UMKM 

semakin memperkuat anggapan bahwa sertifikasi halal sulit dijangkau. Selain 

itu, kurangnya sosialisasi mengenai struktur biaya menyebabkan sebagian 

pelaku usaha memiliki kekhawatiran terhadap besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan. Meskipun demikian, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa 

biaya sertifikasi tidak selalu berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM, 

sehingga faktor biaya perlu dipahami bersama dengan faktor lain, seperti 

pengetahuan, kesadaran halal, manfaat sertifikasi, dan dukungan pemerintah 

(Sholikhah et al., 2025).  

Beirdasarkan hasil wawancara deingan informan Q8 meingatakan bahwa 

“Kami meindapat peindampingan halal untuk peingajuan seirtifikasi halal deingan 

gratis jadi terkait biaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal sangat memadai 

untuk memperoleh sertifikat dan pendamping halal juga sangat membantu 

dikarenakan mungkin ada beberapa pelaku UMKM yang tidak tahu tentang 

cara utuk memperoleh sertifikat tersebut”. 

Beirdasarkan hasil wawancara deingan informan Q10 meinyatakan bahwa 

“Masih ada peilaku UMKM yang beilum beirseidia meingajukan seirtifikasi halal 



69 
 

kareina meinganggap proseis teirseibut meimeirlukan biaya yang cukup beisar. 

Meiskipun deimikian, seibagian peilaku usaha teitap meingajukan seirtifikasi halal. 

Biaya yang dibayarkan seibeinarnya hanya beirupa biaya reitribusi seibeisar 

Rp250.000 deingan masa beirlaku seirtifikat seilama lima tahun. Seiteilah masa 

beirlaku teirseibut habis, peilaku usaha peirlu meingajukan peirpanjangan seirtifikat. 

Pada saat proseis peirpanjangan, peitugas keimbali meilakukan peimeiriksaan kei 

lokasi usaha untuk meilihat apakah teirdapat peirubahan, baik pada peiralatan 

produksi maupun bahan baku yang digunakan. Apabila teirdapat peinambahan 

atau peirubahan, peilaku usaha diminta untuk meinyampaikan informasi teirseibut 

seibagai bagian dari proseis peimbaruan seirtifikat halal”. 

 

4.3.4 Upaya-upaya yang dilakukan dalam sertifikasi halal di Kota Banda 

Aceh 

Upaya penanggulangan kendala sertifikasi halal dapat ditempuh melalui 

penguatan sosialisasi, peningkatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam 

ekosistem halal, serta perbaikan infrastruktur dan regulasi pendukung. Sosialisasi 

dapat dilaksanakan melalui edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan 

berbagai media, seperti radio, televisi, dan kegiatan pameran aatau bazar. Media 

tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sekaligus membuka 

ruang diskusi mengenai tahapan dan mekanisme sertifikasi halal. Selain itu, 

penyederhanaan prosedur pengajuan perlu dilakukan agar lebih mudah dipahami 

dan diakses oleh pelaku UMKM. Pelaku usaha juga perlu diberikan pemahaman 

bahwa kepemilikan sertifikat halal berpotensi memberikan manfaat ekonomi, 

seperti meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang 

pemasaran. Pelaksanaan sosialisasi sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik 

peserta berdasarkan segmentasi usaha, yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, 

usaha menengah, usaha besar, serta masyarakat umum (Khairawati et al., 2025).  
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Beirdasarkan hasil wawancara meingeinai upaya yang dilakukan dalam 

seirtifikasi halal, Q11 meinyatakan bahwa “Seilama ini eidukasi meingeinai 

seirtifikasi halal tidak bisa hanya meingandalkan sosialisasi dari dinas atau 

leimbaga yang beirweinang. Bahwa peinyeibaran peimahaman teintang peintingnya 

keihalalan makanan dan minuman juga peirlu dilakukan meilalui peindeikatan 

dakwah keipada masyarakat. Beirharap para akadeimisi, peindamping halal, 

maupun pimpinan leimbaga dapat turut beirpeiran dalam meinyampaikan mateiri 

meingeinai halal, baik meilalui tulisan maupun khutbah Jumat, cara ini eifeiktif 

kareina peirsoalan halal meirupakan bagian dari ajaran agama yang peirlu 

dipahami dan diamalkan oleih Masyarakat”. 

Beirdasarkan peineilitian yang dilakukan deingan informan Q1 beiliau 

meinjeilaskan bahwa “Saya ada meingikuti peindampingan halal, dikareinakan 

keimarin juga ditawarkan untuk meindapatkan seirtifikat halal dan didampingi 

proseis peingajuannya, pendamping halal mendatanggi pelaku usaha yang ada di 

sini untuk dimintai bersedia atau tidak mengajukan sertifikasi halal, 

dikarenakan sertifikat halal bagian yang penting bagi usaha”.  

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian  

Peimbahasan dapat diartikan seibagai keimampuan seiseiorang dalam 

meinjeilaskan, meinguraikan, dan meinafsirkan suatu hal yang teilah dipeilajarinya. 

Seiseiorang yang teilah meimiliki peimahaman teirhadap suatu informasi tidak hanya 

mampu meineirima informasi teirseibut, teitapi juga dapat meingeimukakan keimbali 

isi yang teilah dipahami deingan meinggunakan peinjeilasannya seindiri. Seilain itu, 

tingkat peimahaman meimungkinkan seiseiorang untuk meimbeirikan inteirpreitasi 

atau peinafsiran yang leibih luas deingan meimpeirtimbangkan kondisi dan situasi 

yang teirdapat di lingkungan seikitarnya (Widya, 2022). 
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4.4.1 Analisis Tingkat Literasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal 

Dalam usaha mikro, keicil, dan meineingah (UMKM), liteirasi halal dapat 

dipandang seibagai salah satu gambaran meingeinai tingkat keisiapan seirta 

keisadaran peilaku usaha dalam meinjamin bahwa produk yang dihasilkan seisuai 

deingan keiteintuan syariah. Peimeinuhan aspeik teirseibut meincakup beirbagai 

tahapan keigiatan usaha, mulai dari peimilihan bahan baku, peinggunaan peiralatan 

produksi, proseis peingolahan, hingga peindistribusian produk keipada konsumein. 

Seimakin baik peimahaman peilaku UMKM teirhadap konseip halal, seimakin beisar 

pula peiluang teirbeintuknya pola usaha yang tidak seimata-mata meingeijar 

keiuntungan eikonomi, teitapi turut meimpeirtimbangkan aspeik spiritual, eitika, dan 

keibeirkahan dalam meinjalankan keigiatan usaha. 

Liteirasi halal pada dasarnya tidak hanya beirkaitan deingan peimahaman 

teirhadap keiteintuan syariat, teitapi juga meinceirminkan keisadaran beirsama 

meingeinai tanggung jawab peilaku usaha dalam meinjaga keihalalan dan inteigritas 

produk yang dikonsumsi oleih masyarakat Muslim. Deingan deimikian, 

peimahaman teirhadap aspeik halal meimiliki peiran peinting dalam meimbangun 

keipeircayaan konsumein teirhadap produk yang dihasilkan. Hal teirseibut meinjadi 

seimakin reileivan seiiring deingan meiningkatnya peirhatian dan keibutuhan teirhadap 

produk halal, baik pada tingkat konsumsi masyarakat dalam neigeiri maupun 

dalam peirkeimbangan pasar halal di tingkat global (Alfariji eit al., 2025).  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat literasi halal pelaku 

UMKM. Berdasarkan pengukuran angket, pada tabel 4.4 - 4.5 menjelaskan 

bahwa 6 pernyataan tersebut memperoleh nilai 3,52 dengan yang tertinggi pada 

pernyataan 1 yaitu tentang “menyadari produk halal sangat penting bagi usaha 

yang dijalankan” dan terendah ada pada penjelasan pernyataan ke 6 yaitu 

“mengetahui tahapan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal” dengan banyak 

pelaku UMKM menjawab TS (Tidak Setuju) pada pernyataan tersebut. Setelah 
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penghitunggan dilakukan sehingga memperoleh nilai 3,52 dengan memperoleh 

rentang skor 3,41 - 4,20 dengan skala 4 yang mendeskripsikan bahwa informan 

memahami konsep dasar serta sebagian prosedur sertifikasi, tetapi masih 

memerlukan penjelasan atau pendampingan halal. 

Hasil penelitian melalui angket yang ditunjukkan pada gambar 4.1 yang 

menjelaskan 6 pernyataan. Pada pernyataan 1 menjelaskan bahwa dari 

perwakilan 3 pelaku UMKM di setiap kecamatan di kota Banda Aceh menjawab 

rata-rata SS (Sangat Setuju) pada pernyataan tersebut yang menjelaskan bahwa 

pelaku UMKM mengetahui keberadaan produk halal tersebut sangat penting 

bagi usaha yang mereka jalani, dikarenakan produk halal sangat berpengaruh 

bagi keberlangsungan usaha apalagi di Aceh mengaanut Qanun No. 8 tahun 

2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). 

Hasil pernyataan 2 yang menjelaskan bahwa pelaku UMKM di kota 

Banda Aceh banyak menjawab S (Setuju) bahwa keberadaan sertifikat halal 

dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, dengan adanya logo halal pada 

usaha mereka akan lebih menarik pelanggan untuk mengonsumsi produk yang 

mereka jual, dikarenakan adanya logo halal dan sertifikat halal menandakan 

bahwa produk yang mereka jual sudah teruji secara baik untuk mendapatkan 

sertifikat tersebut.  

Hasil pernyataan 3 pelaku UMKM yang ada di kota Banda Aceh yang 

mewakili kecamatan yang ada di kota tersebut banyak menjawab N (Netral) 

terhadap pernyataan memperoleh sertifikasi halal dari sumber yang mudah di 

akses, hal tersebut sesuai dengan pernyataan wawancara yang dilakukan bahwa 

pelaku UMKM mengakses informasi dari sosial media seperti Instagram, web 

terkait sertifikasi halal, dan bahkan informasi tersebut diperoleh dari pelaku 

UMKM yang lain untuk mengharuskan sertidikasi halal bagi usaha yang 

dijalankan. 
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Hasil pernyataan 4 pelaku UMKM baanyak menjawab S (Setuju) pada 

pernyataan bahwa mengetahui bahan baku yang diperbolehkan atau tidak bagi 

pengolahan produk yang mereka jalani, hal tersebut akan berkaitan dengan 

pengajuan sertifikasi halal yang dimana ada pengecekan terkait produk apa saja 

yang terkandung pada usaha tersebut. Dikarenakan hal terseut menjadi bagian 

proses sertifikasi halal untuk layak atau tidak mendapatkan sertifikat halal.  

Hasil pernyataan 5 pelaku UMKM yang mewakili kecamatan yang ada di 

kota Banda Aceh banyak menjawab N (Netral) terkait pernyataan mengetahui 

sertifikasi halal, sebagian pelaku UMKM mengetahui apa manfaat dari sertifikat 

tersebut, hanya mengetahui konsep dari sertifikasi halal, dari mana ia 

memperoleh sertifikasi halal tersebut akan tetapi tidak secara mendalam 

memahami sertifikasi halal.  

Hasil pernyataan 6 pelaku UMKM banyak menjawab TS (Tidak Setuju) 

terhadap mengetahui tahapan dan prosedur sertifikasi halal, hal tersebut 

berkaitan dengan pernyataan ke 5 yaitu pelaku UMKM sebagian hanya 

mengetahui konsep dari sertifikasi halal, akan tetapi bagaimana terkait tahapan 

dan prosedur dari sertifikasi halal tersebut tidak banyak dikethaui mulai dari 

syarat dan tempat pengajuan terkait sertifikasi halal, adapaun skema self declare 

secara gratis pelaku UMKM juga sebagian tidak mengetahui tahapan nya, dan 

harus didampinggi oleh pendamping halal.  

Temuan ini menunjukkan kalau literasi halal di kalangan pelaku UMKM 

masih beragam. Sebagian besar sudah sadar bahwa halal itu penting dan 

sertifikasi halal bisa memberikan manfaat ekonomi. Namun, pemahaman 

mereka tentang hal-hal teknis masih terbatas. Jadi, rendahnya literasi dalam 

penelitian ini bukan berarti pelaku UMKM sama sekali tidak tahu tentang halal. 

Masalahnya lebih pada kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan 

tersebut secara langsung. Mereka tahu bahwa sertifikasi halal itu penting, tetapi 
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belum semuanya memahami cara mendaftar, dokumen yang perlu disiapkan, 

penggunaan akun, serta perbedaan antara skema reguler dan self-declare. 

1. Kesadaran Halal  

Temuan pertama yang dapat dirumuskan adalah adanya kesadaran halal 

yang lebih tinggi daripada pemahaman sertifikasi halal. Kesadaran tersebut 

tampak dari pandangan Q8 bahwa makanan yang dijual di Aceh seharusnya 

memiliki logo halal karena logo memberikan keyakinan terhadap status dan 

kualitas produk. Pandangan Q4 juga menunjukkan bahwa sertifikat halal 

dipahami sebagai bukti bahwa produk memenuhi ketentuan halal, aman 

dikonsumsi, dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Artinya, pelaku 

usaha telah memandang halal bukan hanya sebagai persoalan agama, tetapi juga 

sebagai bagian dari jaminan mutu dan strategi membangun kepercayaan pasar. 

Temuan tersebut sejalan dengan konsep kesadaran halal yang ada pada 

landasan teori yakni kesadaran tidak berhenti pada pengenalan istilah halal, 

tetapi mencakup keyakinan bahwa kehalalan merupakan kebutuhan penting 

dalam konsumsi dan kegiatan usaha. Hasil ini juga sejalan dengan Apriliana 

(2024) yang menemukan bahwa kesadaran pelaku UMKM tercermin melalui 

perhatian terhadap bahan, kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. Namun, 

penelitian ini memberikan penekanan tambahan bahwa kesadaran halal yang 

kuat belum otomatis menghasilkan kepemilikan sertifikat halal apabila tidak 

disertai literasi teknis dan pendampingan. 

2. Pengetahuan Halal  

Temuan kedua ialah pengetahuan halal pelaku UMKM cenderung bersifat 

praktis dan terbatas pada bahan baku. Informan memahami bahwa bahan yang 

digunakan harus bebas dari unsur haram dan sebagian telah memperhatikan 

proses pengolahan. Q10 menegaskan bahwa kehalalan tidak hanya berkaitan 

dengan bahan, tetapi juga tempat pengolahan, peralatan, kebersihan lingkungan, 
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dan potensi kontaminasi. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sebagian 

informan telah melihat halal sebagai suatu rangkaian proses, bukan sekadar 

keberadaan logo pada kemasan. 

Pemahaman tersebut sesuai dengan Yuwana dan Hasanah (2021) serta 

Ependi et al. (2023) yang menempatkan literasi halal sebagai kemampuan 

membedakan halal dan haram berdasarkan pengetahuan syariah serta 

menerapkannya dalam keputusan. Temuan ini juga sejalan dengan Fadilah et al. 

(2020) yang menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai produk halal menjadi 

dasar dalam menilai kualitas dan menentukan pilihan. Perbedaannya, penelitian 

ini menempatkan pelaku UMKM bukan hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai 

pihak yang bertanggung jawab menjaga kehalalan sejak bahan baku sampai 

produk diterima konsumen. 

3. Pemahaman Sertifikasi Halal  

Informan Q2 hanya mengetahui sebagian dokumen seperti KTP, foto 

tempat usaha, dan foto produk. Informan Q11 menjelaskan bahwa sebagian 

pelaku usaha masih mengalami kesulitan membuat akun email dan memahami 

penggunaan satu KTP untuk satu pengajuan UMKM. Hal ini menunjukkan 

bahwa hambatan literasi halal beririsan dengan literasi digital dan administrasi 

usaha. Pelaku usaha yang telah memahami nilai halal tetap dapat tertahan pada 

tahap pendaftaran karena tidak mampu mengakses aplikasi, mengisi data, atau 

mengunggah dokumen secara mandiri. 

Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum Soekanto, kondisi tersebut 

memperlihatkan bahwa kesadaran pelaku UMKM baru kuat pada aspek 

pengetahuan umum dan sikap hukum, tetapi belum sepenuhnya sampai pada 

pola perilaku hukum. Pelaku usaha menerima pentingnya kewajiban halal, tetapi 

penerapannya belum konsisten karena masih membutuhkan bantuan pihak lain. 

Dengan kata lain, terdapat proses yang belum selesai dari mengetahui norma, 
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memahami substansi norma, menerima norma, hingga mematuhinya melalui 

tindakan pengajuan dan pemeliharaan sertifikasi. 

Hasil ini memiliki kesamaan dengan Harahap (2022), Hani (2023), 

Barianto et al. (2024), serta Halwa dan Faraby (2024) yang sama-sama 

menunjukkan bahwa pengetahuan atau pemahaman pelaku usaha mengenai 

sertifikasi halal belum kuat. Penelitian ini memperjelas letak kesenjangan 

tersebut: kesadaran mengenai urgensi halal telah relatif baik, sedangkan 

pemahaman prosedur, administrasi, dan akses informasi masih menjadi titik 

lemah. Dengan demikian, temuan penelitian tidak mendukung anggapan bahwa 

rendahnya partisipasi semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepedulian 

terhadap halal. 

 

4.4.2 Analisis Bentuk Partisipasi Pelaku UMKM dalam Sertifikasi Halal 

Partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal diwujudkan melalui 

beberapa bentuk, yaitu mencari informasi melalui media digital, mengikuti 

sosialisasi atau pendampingan, menyiapkan dokumen, mengajukan sertifikasi, 

dan mengikuti proses verifikasi. Akan tetapi, bentuk partisipasi tersebut belum 

berada pada tingkat yang sama. Sebagian informan telah memiliki sertifikat 

halal, sebagian sedang berada dalam proses pengajuan, dan sebagian lainnya 

belum mengajukan sertifikasi. 

Berdasarkan data informan, Q2, Q4, dan Q8 telah memiliki sertifikat 

halal. Q1 dan Q7 sedang memproses sertifikasi, sedangkan Q3, Q5, Q6, dan Q9 

belum memiliki sertifikat halal. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa 

partisipasi telah muncul, tetapi belum menjadi perilaku yang merata. Partisipasi 

juga lebih sering terjadi setelah pelaku usaha memperoleh tawaran atau bantuan 

dari petugas halal, bukan karena seluruhnya memahami dan memulai proses 

secara mandiri. 
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Informan Q1 menyatakan bahwa proses sertifikasi dilakukan melalui 

petugas halal yang menjelaskan persyaratan dan membantu melengkapi 

dokumen. Q8 juga memperoleh pendampingan secara gratis. Sementara itu, Q11 

menjelaskan bahwa informasi sering disampaikan melalui Dinas Koperasi dan 

UMKM, tetapi jumlah lembaga pendamping di Banda Aceh masih terbatas. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pendamping memiliki posisi strategis sebagai 

penghubung antara kebijakan dan pelaku usaha. 

Dalam perspektif Dwiningrum, partisipasi semacam ini lebih dekat 

dengan partisipasi vertikal, karena pelaku usaha terlibat dalam program yang 

dirancang oleh lembaga lain dan masih bergantung pada arahan petugas. 

Partisipasi horizontal, yaitu keterlibatan yang lahir dari inisiatif bersama antar 

pelaku UMKM, belum tampak kuat. Pelaku usaha belum banyak berperan 

sebagai penyebar informasi atau penggerak sertifikasi bagi sesama pelaku usaha. 

Hal ini memperlihatkan bahwa penguatan partisipasi perlu diarahkan tidak 

hanya pada pendaftaran individual, tetapi juga pada pembentukan jejaring 

UMKM sadar halal. 

Apabila dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior Ajzen (1991), 

sikap pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal cenderung positif. Mereka 

menilai sertifikat halal bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen 

dan memperkuat usaha. Norma subjektif juga terlihat melalui pandangan bahwa 

usaha makanan di Aceh seharusnya menjamin kehalalan produk. Namun, TPB 

masih lemah karena pelaku usaha merasa tidak cukup mampu mengurus 

pendaftaran, menggunakan sistem digital, dan menyiapkan dokumen tanpa 

pendampingan. Kondisi ini menjelaskan mengapa sikap positif belum 

sepenuhnya menghasilkan perilaku aktual. 

Temuan tersebut sejalan dengan Fatmawati et al. (2023) yang 

menemukan bahwa kesadaran halal dan niat berperilaku memiliki peranan 
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penting dalam mendorong pelaku UMKM melakukan sertifikasi. Penelitian ini 

menambahkan bahwa niat tersebut sangat dipengaruhi oleh kontrol perilaku 

yang dirasakan. Ketika proses dianggap rumit, informasi tidak mudah diperoleh, 

dan lembaga pendamping terbatas, niat yang positif dapat berhenti sebelum 

menjadi tindakan. 

 

4.4.3 Analisis Kendala atau Permasalahan dalam Sertifikasi Halal 

Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi 

keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman teknis, kesulitan administrasi 

dan teknologi, persepsi biaya, serta keterbatasan lembaga pendamping. 

Hambatan tersebut saling berhubungan. Keterbatasan informasi menyebabkan 

pelaku usaha tidak mengetahui jalur pengajuan; ketidaktahuan tersebut 

membentuk anggapan bahwa sertifikasi sulit dan mahal; selanjutnya anggapan 

tersebut menurunkan kemauan untuk memulai proses. 

1. Keterbatasan Informasi  

Kendala pertama adalah informasi yang belum merata. Q10 

menyebutkan bahwa informasi dapat ditemukan melalui Facebook, Instagram, 

podcast, akun MPU, dan komunikasi melalui telepon. Akan tetapi, Q11 menilai 

bahwa belum semua pelaku UMKM memperoleh informasi yang memadai. 

Artinya, informasi sebenarnya tersedia, tetapi belum tentu sampai kepada pelaku 

usaha dalam bentuk yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Informasi yang tersebar di media digital belum cukup apabila tidak 

disertai penjelasan langsung dan contoh pengisian dokumen. 

2. Biaya Sertifikasi Halal  

Kendala kedua ialah pemahaman prosedur dan administrasi. Sebagian 

pelaku usaha belum mengetahui tahapan pengajuan, dokumen, akun email, 

penggunaan aplikasi, serta ketentuan satu identitas untuk satu usaha. Kendala ini 
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memperlihatkan bahwa prosedur yang secara kelembagaan dianggap sederhana 

belum tentu sederhana bagi pelaku UMKM. Kesederhanaan kebijakan harus 

diikuti dengan kemudahan komunikasi, pendampingan, dan bantuan teknis. Q10 

menjelaskan bahwa masih ada pelaku usaha yang menganggap sertifikasi halal 

memerlukan biaya besar, padahal terdapat skema pendampingan gratis dan pada 

jalur tertentu biaya yang dibayarkan berupa retribusi. Temuan ini menunjukkan 

bahwa persoalan biaya bukan hanya biaya aktual, tetapi juga biaya yang 

dipersepsikan. Sholikhah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa biaya perlu 

dipahami bersama dengan literasi, kesadaran, manfaat sertifikasi, dan dukungan 

pemerintah. Oleh sebab itu, penyampaian informasi tentang skema gratis harus 

dilakukan secara terbuka dan berulang. 

Informan Q11 menyatakan bahwa lembaga pendamping di Banda Aceh 

masih terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan pelaku usaha yang 

membutuhkan bantuan harus menunggu atau belum mengetahui pihak yang 

dapat dihubungi. Kondisi ini memperkuat hasil Barianto et al. (2024), Muslim 

(2024), dan Sasmita et al. (2025) bahwa minimnya sosialisasi, informasi, serta 

dukungan teknis merupakan faktor penting yang menghambat sertifikasi halal. 

Kendala-kendala tersebut dapat dijelaskan melalui teori kesadaran 

hukum. Pengetahuan terhadap adanya aturan belum cukup untuk membentuk 

kepatuhan apabila pemahaman terhadap isi aturan dan kemampuan 

melaksanakannya masih terbatas. Dalam konteks penelitian ini, pelaku usaha 

tidak selalu menolak kewajiban halal, tetapi belum memiliki kapasitas yang 

memadai untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena itu, pendekatan kebijakan 

yang hanya menekankan kewajiban hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan 

pembinaan dan pemberdayaan. 
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4.4.4 Analisis Upaya-upaya yang dilakukan dalam Sertifikasi Halal 

Upaya yang ditemukan dalam penelitian meliputi sosialisasi, 

pendampingan langsung, pemanfaatan media sosial, edukasi berbasis 

keagamaan, serta kolaborasi pemerintah dengan lembaga terkait. Informan Q1 

mengalami proses sertifikasi setelah petugas halal datang menawarkan bantuan 

dan menjelaskan persyaratan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pendekatan 

jemput bola lebih efektif bagi pelaku usaha yang belum memiliki inisiatif atau 

belum mengetahui jalur pendaftaran. 

Informan Q11 menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah 

daerah, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan pendamping halal. Edukasi 

juga tidak cukup dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi dapat disampaikan 

melalui dakwah, tulisan, dan khutbah Jumat. Pendekatan ini relevan dengan 

karakteristik sertifikasi halal yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi 

usaha, tetapi juga berkaitan dengan ajaran agama, tanggung jawab moral, dan 

kemaslahatan konsumen. 

 Upaya percepatan sertifikasi halal harus menggabungkan pendekatan 

administratif, digital, dan keagamaan. Pendekatan administratif diperlukan 

untuk menjelaskan dokumen dan alur pengajuan. Pendekatan digital diperlukan 

untuk membantu penggunaan aplikasi dan penyebaran informasi. Pendekatan 

keagamaan diperlukan untuk menanamkan pemahaman bahwa halal bukan 

sekadar label atau kewajiban formal, melainkan bagian dari tanggung jawab 

dalam menyediakan makanan yang halal dan thayyib. 

Upaya tersebut sejalan dengan Kurniawati & Pertiwi, (2026) mengenai 

pentingnya pendampingan self-declare melalui program SEHATI dan dengan 

Khairawati et al., (2025) yang merekomendasikan penguatan sosialisasi, sinergi 

pemangku kepentingan, serta penyederhanaan informasi. Namun, penelitian ini 

menunjukkan bahwa upaya tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan 
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di Banda Aceh, terutama keterbatasan kemampuan digital, kesalahpahaman 

tentang biaya, dan belum luasnya jaringan lembaga pendamping. 

Berdasarkan TPB, upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat tiga unsur 

pembentuk perilaku. Sosialisasi dan edukasi memperbaiki sikap dengan 

menjelaskan manfaat sertifikasi. Dukungan pemerintah, lembaga agama, dan 

komunitas UMKM memperkuat norma subjektif. Pendampingan teknis, tutorial, 

dan bantuan pengurusan meningkatkan keyakinan seseorang terhadap 

kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan. Apabila ketiga unsur tersebut 

berjalan bersama, niat pelaku usaha lebih mungkin diwujudkan menjadi 

tindakan pengajuan sertifikasi. 

 

4.4.5 Hubungan antara tingkat literasi dan partisipasi  

 Literasi halal membentuk kesadaran dan penilaian positif terhadap 

sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang memahami bahwa sertifikat halal 

memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, 

serta mendukung kepatuhan terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal akan 

cenderung memandang sertifikasi sebagai kebutuhan usaha. Sebaliknya, apabila 

pengetahuan hanya terbatas pada logo halal tanpa memahami fungsi dan manfaat 

sertifikasi, pelaku usaha dapat melihat sertifikasi sebagai urusan tambahan. 

Dalam penelitian ini, sebagian informan telah menyadari pentingnya produk dan 

sertifikat halal, tetapi pemahaman teknisnya belum merata.  

Literasi meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk mengakses dan 

menjalankan prosedur sertifikasi. Sertifikasi halal memerlukan pemahaman atas 

data usaha, daftar bahan, proses produksi, dan dokumen pendukung. Ketika 

pelaku usaha mengetahui informasi tersebut serta jalur pengajuan yang tersedia, 

termasuk skema self declare bagi usaha yang memenuhi syarat, mereka 

cenderung lebih siap mencari pendampingan, melengkapi dokumen, dan 



82 
 

mengajukan permohonan. Sebaliknya, ketidaktahuan mengenai persyaratan dapat 

menyebabkan dokumen tidak lengkap, proses terhenti, atau pengajuan ditunda. 

Karena itu, literasi pada aspek teknis merupakan jembatan antara kesadaran halal 

dan partisipasi aktual. 

Ketiga, literasi halal dapat memperkuat persepsi kemudahan atau kontrol 

perilaku. Dalam Theory of Planned Behavior, perilaku aktual didahului oleh niat; 

niat antara lain berkaitan dengan sikap, norma subjektif, dan perceived 

behavioral control atau persepsi seseorang tentang kemampuannya melakukan 

suatu tindakan (Ajzen, 1991). Pada konteks ini, pengetahuan tentang prosedur, 

dokumen, pendamping, dan sumber bantuan membuat pelaku UMKM merasa 

bahwa pengurusan sertifikasi halal dapat dilakukan. Rasa mampu tersebut 

mendorong niat, lalu dapat diwujudkan dalam tindakan partisipatif seperti 

konsultasi, pengisian pendaftaran, dan pengajuan sertifikat. 

Hubungan literasi dan partisipasi berkaitan yang menunjukkan penelitian 

ini keterbatasan pendampingan, akses informasi, kemampuan digital, 

kelengkapan administrasi, serta persepsi bahwa proses sertifikasi rumit dan 

mahal juga menjadi hambatan. Artinya, literasi yang meningkat perlu disertai 

sosialisasi yang mudah dipahami, pendampingan yang berkelanjutan, saluran 

informasi yang mudah diakses, dan fasilitasi administrasi. Dalam situasi 

demikian, peningkatan literasi lebih mungkin berubah menjadi partisipasi yang 

nyata.  
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5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai literasi dan partisipasi pelaku 

UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Tingkat literasi halal pelaku UMKM di Kota Banda Aceh  

Tingkat literasi halal pelaku UMKM di Kota Banda Aceh memperoleh 

keseluruhan nilai 3,52 dengan skala 4 yang mendeskripsikan bahwa informan 

memahami konsep dasar serta sebagian prosedur sertifikasi, tetapi masih 

memerlukan penjelasan atau pendampingan halal. Yang memperoleh nilai 

tertinggi ada pada pernyataan 1 dengan pelaku UMKM menyadari produk halal 

penting bagi usaha yang dijalankan, dan pernyataaan nilai yang paling terendah 

bahwa pelaku UMKM sebagiaan mengetahui tahapan dan prosedur sertifikasi 

halal. Pelaku UMKM telah memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya 

produk halal dan manfaat sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan 

konsumen. Namun, pemahaman mengenai akses informasi, kegunaan sertifikat 

halal, serta tahapan dan prosedur pengajuan sertifikasi masih terbatas. 

Pemahaman terhadap prosedur pengajuan sertifikat halal menjadi aspek yang 

paling perlu ditingkatkan.  

2. Partisipasi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal  

Dilakukan melalui keikutsertaan dalam sosialisasi, pencarian informasi 

melalui media digital, konsultasi dengan pihak terkait, serta pengajuan 

sertifikasi halal. Akan tetapi, belum semua pelaku UMKM berpartisipasi secara 

aktif dalam proses pengajuan sertifikat halal karena masih terdapat keterbatasan 

pengetahuan dan pemahaman teknis  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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3. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal  

Meliputi keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman terhadap 

persyaratan dan dokumen, anggapan bahwa proses sertifikasi rumit, persepsi 

biaya yang mahal, serta keterbatasan pendampingan.  

4. Upaya-upaya dalam sertifikasi halal  

Upaya telah dilakukan melalui sosialisasi, program sertifikasi halal gratis 

dengan skema self declare, penyebaran informasi melalui media digital, serta 

pendampingan dari lembaga terkait. Namun, pelaksanaan upaya tersebut perlu 

ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di seluruh wilayah 

Kota Banda Aceh. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah: 

Pemerintah Kota Banda Aceh, LPPOM MPU Aceh, dan LP3H, diharapkan 

dapat meningkatkan sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal secara lebih 

rutin, dan merata kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Pendampingan 

perlu difokuskan pada pemahaman persyaratan, kelengkapan dokumen, 

mekanisme pendaftaran, serta pemanfaatan program sertifikasi halal gratis 

melalui skema self declare. Pelaku UMKM juga diharapkan lebih aktif mencari 

informasi dari sumber resmi, mengikuti kegiatan sosialisasi, dan melengkapi 

administrasi usaha agar dapat segera mengajukan sertifikasi halal. 
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LAMPIRAN  

 

ANALISIS LITERASI DAN PARTISIPASI PELAKU UMKM 

 DALAM SERTIFIKASI HALAL 

 DI KOTA BANDA ACEH 

 

 

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Pelaku UMKM  

A. Identitas Informan  

1. Nama    :  

2. Jenis Usaha    : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Domisili Informan  : 

5. Usia Pelaku UMKM   : 

6. Pendidikan Terakhir  : 

7. Lama Menjlankan Usaha : 

8. Nama Usaha   : 

 

B. Pertanyaan Wawancara Untuk Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh  

Literasi Halal  

a. Kesadaran Halal   

1. Mengapa menurut Bapak/Ibu produk halal penting bagi usaha yang 

dijalankan?  

2. Seberapa penting keberadaan sertifikat halal bagi usaha Bapak/Ibu?  

 

b. Pengetahuan Halal  

3. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai produk halal dan 

sertifikasi halal?  

4. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai bahan baku yang diperbolehkan dan 

yang tidak diperbolehkan dalam produk halal? 

 

c. Pemahaman Sertifikasi Halal 

5. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai sertifikasi halal?  

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tahapan atau prosedur pengajuan sertifikasi 

halal? 
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Partisipasi Pelaku UMKM  

a. Kendala Pelaku UMKM  

7. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikasi 

halal? Dapat diceritakan?  

8. Apakah keterbatasan informasi menjadi salah satu hambatan? Mengapa? 

 

b. Tindakan Pelaku UMKM 

9. Apa yang telah Bapak/Ibu lakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

sertifikasi halal?  

10. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi, pelatihan, atau 

pendampingan mengenai sertifikasi halal? Bagaimana pengalaman tersebut? 

 

Kendala dalam Sertifikasi Halal 

a. Keterbatasan Informasi  

11. Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal 

selama ini? 

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang diperoleh mengenai sertifikasi 

halal sudah mudah dipahami? Mengapa? 

 

b. Biaya Sertifikasi Halal 

13. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai biaya yang diperlukan untuk 

mengurus sertifikasi halal? 

14. Apakah biaya menjadi salah satu alasan Bapak/Ibu belum mengajukan atau 

menyelesaikan sertifikasi halal? Mengapa? 

 

Upaya Dalam Serifikasi Halal  

a. Sosialisasi Sertifikasi Halal  

15. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai 

sertifikasi halal? Dapat diceritakan pengalaman tersebut? 

16. Siapa yang menyelenggarakan sosialisasi tersebut, misalnya pemerintah, 

BPJPH, pendamping halal, atau lembaga lainnya? 

 

b. Pelatihan Sertifikasi Halal  

17. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan mengenai 

sertifikasi halal? 

18. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pelatihan tersebut membantu dalam 

memahami proses sertifikasi halal? 
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ANALISIS LITERASI DAN PARTISIPASI PELAKU UMKM 

 DALAM SERTIFIKASI HALAL 

 DI KOTA BANDA ACEH 

 

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara Instansi 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Jenis Kelamin :  

3. Umur   : 

4. Instansi : 

 

B. Pertanyaan Wawancara Untuk Kepala Subbagian Fasilitasi Sertifikasi 

Jaminan Produk Halal dan Ketua LP3H Uin Ar-Raniry Banda Aceh 

 

Kendala Pelaku UMKM  

a. Keterbatasan Informasi  

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM di 

Kota Banda Aceh mengenai sertifikasi halal? 

2. Informasi apa yang paling sering belum dipahami oleh pelaku UMKM 

terkait proses sertifikasi halal? 

 

b. Biaya Sertifikasi Halal 

3. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, apakah biaya masih menjadi 

alasan pelaku UMKM belum mengurus sertifikasi halal? 

4. Sejauh mana faktor biaya memengaruhi minat pelaku UMKM untuk 

mengikuti proses sertifikasi halal? 

 

Upaya Pemerintah  

a. Sosialisasi Sertifikasi Halal  

5. Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang telah 

dilaksanakan oleh instansi Bapak/Ibu? 

6. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kegiatan sosialisasi mampu 

meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM dalam 

sertifikasi halal? 
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b. Pelatihan Sertifikasi Halal  

7. Apakah instansi Bapak/Ibu menyelenggarakan pelatihan atau 

pendampingan terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM? 

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kesiapan 

pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? 
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ANALISIS LITERASI DAN PARTISIPASI PELAKU UMKM 

 DALAM SERTIFIKASI HALAL 

 DI KOTA BANDA ACEH 

 

Lampiran 3 Angket  

A. Identitas Informan  

1. Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh  

a. Ya 

b. Tidak 

2. Jenis Usaha: 

a. Makanan  

b. Minuman  

c. Lainnya (sebutkan) .................................................  

3. Nama:.............................................................................  

4. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan  

5. Domisili Informan: 

a. Kec. Baiturrahman 

b. Kec. Meuraxa 

c. Kec. Lueng Bata 

d. Kec. Banda Raya 

e. Kec. Kuta Alam 

f. Kec. Syiah Kuala 

g. Kec. Kuta Raja 

h. Kec. Jaya Baru 

i. Kec. Ulee Kareng 
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6. Usia Pelaku Usaha (Tahun): 

a. 18-22 

b. 22-24 

c. 25-27 

7. Jenjang Pendidikan terakhir Pelaku Usaha: 

a. SMA/Sederajat 

b. Mahasiswa  

c. Sarjana  

d. Lainnya (sebutkan) .................................................  

8. Lamanya Menjalankan Usaha: ......................................  

 

B. Petunjuk Pengisian  

Berilah tanda check list pada pernyataan yang telah disediakan 

dalam kuesioner berikut ini, isilah sesuai dengan apa yang anda rasakan 

pada kolom yang telah disediakan. Ada lima pilihan yang tersedia 

untuk masing-masing pernyataan yang memiliki keterangan dengan 

skor berurut mulai dari 5 sampai 1. Berikut penjelasannya: 

SS (5) : Sangat Setuju  

S (4) : Setuju  

N (3) : Netral 

TS (2) : Tidak Setuju  

STS (1) : Sangat Tidak Setuju 
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A. Literasi Pelaku UMKM  

1. Kesadaran Halal  

NO. PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 

SS S N TS STS 

1. Saya menyadari bahwa produk halal 

sangat penting bagi usaha yang saya 

jalankan. 

     

2. Keberadaan sertifikat halal sangat 

penting untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen terhadap usaha 

saya. 

     

2. Pengetahuan Halal  

NO. PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 

SS S N TS STS 

1. Saya memperoleh informasi mengenai 

sertifikasi halal dari sumber yang mudah 

diakses. 

     

2. Saya mengetahui bahan baku yang 

diperbolehkan dan yang tidak 

diperbolehkan dalam produk halal. 

     

3. Pemahaman Halal 

NO. PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 

SS S N TS STS 

1. Saya memahami tentang sertifikasi halal.      

2. Saya mengetahui tahapan atau prosedur 

pengajuan sertifikasi halal. 
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Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara 

Dokumentasi 

 

 
Wawancara dengan Bapak Syarifudin  

Kasubbag Fasilitasi Sertifikasi Jaminan Produk Halal 

 

 
Wawancara dengan Bapak Jalaluddin 

Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN AR-Raniry 
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Dokumentasi Wawancara dengan Pelaku UMKM  

 

 
 

 
Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Lueng Bata 
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Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Baiturrahman 
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Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Meuraxa 

 

 
Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Ulee Kareng  
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Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Syiah Kuala 

 

 

Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Kuta Raja  
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Wawancara dengan pelaku UMKM Kec. Kuta Alam  
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Lampiran 5 Pedoman Wawancara 

Daftar Informan  

No. Informan  Tujuan Penelitian  Jumlah  

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menenggah (UMKM) 

Untuk mengidentifikasi dan 

menjelaskan tingkat literasi halal 

pelaku UMKM di kota Banda 

Aceh, untuk menjelaskan bentuk 

partisipasi pelaku UMKM dalam 

sertifikasi halal, untuk 

mengetahui kendala atau 

permasalahan terkait sertifakasi 

halal pelaku UMKM di kota 

Banda Aceh, serta untuk 

mengetahui upaya-upaya yang 

dilakukan dalam sertifikasi halal 

di Kota Banda Aceh 

9 orang 

2.  Lembaga Pendamping Proses 

Produk Halal (LP3H),  

(Ketua) 

 

 

Untuk mengetahui kendala atau 

permasalahan terkait sertifakasi 

halal pelaku UMKM di kota 

Banda Aceh, serta untuk 

mengetahui upaya-upaya yang 

dilakukan dalam sertifikasi halal 

di Kota Banda Aceh 

1 Orang  

3. Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan dan Kosmetika 

(LPPOM)  

(Kepala) 

 

Untuk mengetahui kendala atau 

permasalahan terkait sertifakasi 

halal pelaku UMKM di kota 

Banda Aceh, serta untuk 

mengetahui upaya-upaya yang 

dilakukan dalam sertifikasi halal 

di Kota Banda Aceh 

1 Orang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Instrumen Wawancara  

No. Variabel  Indikator  Pertanyaan  

1. Literasi  1. Kesadaran Halal  

2. Pengetahuan Halal  

3. Pemahaman Halal  

1. Seberapa penting kehalalan 

produk bagi usaha Pelaku 

UMKM jalankan? 

2. Dari mana pelaku UMKM 

memperole informasi 

mengenai produk halal dan 

sertifikasi halal? 

3. Apa yang pelaku UMKM 

ketahui mengenai sertifikasi 

halal? 

2. Partisipasi  1. Kendala Pelaku 

UMKM 

2.Tindakan Pelaku 

UMKM 

1. Apakah pelaku UMKM  

mengalami kesulitan dalam 

mengurus sertifikasi halal? 

2. Apakah pelaku 

UMKMpernah mengikuti 

sosialisasi, pelatiham, atau 

penampingan mengenai 

sertifikasi halal? 

3. Kendala  1. Keterbatasan 

Informasi  

2. Biaya Sertifikasi 

Halal 

1. Apakah informasi yang 

dioeroleh mengenai 

sertifikasi halal sudah mudah 

dipahami? 

2. Bagaimana pendapat pelaku 

UMKM mengenai biaya 

yyang diperlukan untuk 

menurus sertifikasi halal? 

4. Upaya 1. Sosialisasi Sertifikasi 

Halal 

2. Pelatihan Sertifikasi 

Halal 

1. Jika pelaku UMKM perrnah 

mengikuti sosialisasi, 

bagaimana pendapat pelaku 

UMKM terhadap sosialisasi 

tersebut? 

2. Apakah pelaku UMKM 

pernah mengikuti pelatihan 

atau pendampingan 

mengenai sertifikasi halal? 
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Lampiran 6  Surat Pelaksanaan Penelitian 
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